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ABSTRAK

NURAENL. 105251103018. 2022. /mplementasi Gugatan Sederhana (Small
Claim Courty Dalam Penyelesaian Sengketa lkonomi Syariah Dipengadilan
Agama Kota Makassar. Dibimbing oleh Dr. St. Saleha Madjid, S.Ag. M.H.1. dan
Hasanuddin, S.E, Sy., M.E.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi
gugatan sederhana dan bagaimana efektfitas gugatan sederhana dibandingkan
dengan gugatan biasa dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama
Makassar.

Penelitian ini Menggunakan metode kualitatf, yang dilakukan di
Pengadilan Agama Makassar yang beriangsung 2 bulan mulai dan Desember
2021 sampai Februari 2022 Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan
adalah melalui wawancara dan dokumentasi, Pengelolaan data secara deskriptif
kualitatif. Kemudian diuraikan serta melakukan Kklasifikasi terhadap aspek
masalah dan memaparkan kalimat yang efektif.

Hasil penelitian menunjukkkan bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi
syariah di Pengadilan Agama Makassar dapat diselesaikan melalwi small claim
court, hal ini dapat diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam Perma
Nomor 14 tahun 2016 tata cara penyclesaian sengketa ekonomi syanah yang
mengacu pada Perma Nomor 2 tahun 2015 ke Perma Nomor 4 Tahun 2019
tentang gugatan sederhana Pada praktiknya gugatan sederhana di Pengadilan
Agama Makassar pada tahun 2015-2021 hanya ditemukan | (satu) perkara
ekonomi syariah yang terdaftar sebagai gugatan sederhana yaitu perkara
001/Pdt.G.S/ PAMks. Tapi Pengadilan Agama Makassar berhasil
mengimplementasikanya dengan waktu 25 han sejak penentuan sidang pertama

perkara sudah putus.

Kata Kunci : Gugatan Sederhana, Sengketa Ekonomi Syariah, Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah.
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BAB
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Lahimya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa
perubahan besar dalam eksistensi Lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu
perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan antara lain
dalam bidang ekonomi syariah.'

Berdasarkan pasal 49 huruf (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertigas dan berwenang memeriksa,
mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah.”

Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan
menurut prinsip syariah yang menurut penjelasan Pasal 49 Huruf (1) Undang-
Undang Nomeor 3 Tahun 2006 mehiputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro
syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah. obligasi syariah
dan surat berharga berjangka syariah, sekuritas syamah, pembiayaan syariah,

pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syaria]1.3

' Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, (Takarta: Kencana, 2016), h. 425
?1bid. h425

? Djabir Sosole, Sengketa Ekonomi Syari ‘ah Dan Pengangkatan Anak, Cahkreatif.
htip..-www. paternate. go.id-2019 07 05 ekonomi-Syariah, Cahkreatif Com (10 September
2021)




Pada saat int, perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang
ckonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip
syariah mengalan perkembangan yang signifikan. S¢jalan dengan perkembangan
saat ini, di masyarakat telah timbul sengketa di antara pelaku ekonomi syariah,
khususnya sengketa di antara pihak yang terikat dalam perjanjian yang
menggunakan akad syariah*

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan di Pengadilan
Agama. Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana
atau gugatan dengan acara biasa’ Namun dalam prakteknya penyelesaian
sengketa ekonomi syariah melalui gugatan acara biasa di pengadilan (litigasi)
dianggap tidak efektf dan efisien, hal ini disebabkan karena penvelesaian
sengketa melalut pengadilan sangat lambat dan memakan waktu sebagai akibat
dari pemenksaannya yang sangat formalitas dan teknis serta biaya yang mahal.
Hal ini yang menimbulkan anekdok dalam masyarakat proses pengadilan bahwa
bersengketa 1barat mencart kambing yang hilang namun bisa kehilangan kerbau.
Peradilan yang tidak dianggap membela kepentingan umum vang sering berlaku
tidak adil serta putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah baru
mengingat proses perk bara selalu berakhir dengan adanya pihak yang kalah dan
menang.

Selain tahapan dan prosedur yang panjang, penerapan sistem peradilan

¢ Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penvelesaian perkara Ekonomi Svariah Pasal 1 angka 2, dalam Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016, (Jakarta: 29 Desember 2016)

i Republik Indonesta. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor {4 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelesaian Perkara Fkonomi Syariah Pasal 2. dalam Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016, (Jakarta: 29 Desember 2016)



berjenjang melalui dan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding,
dan beryjung di Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, membuat
lamanya proses penyelesaian sengketa. Hal tersebut tidak menguntungkan bagi
para pihak terutama pelaku bisnis terlebih bagi sengketa-sengketa ekonomi
syariah nilai gugatannya kecil. Gugatan dengan nilai yang kecil apabila
menggunakan tahapan dan prosedur yang panjang dikhawatirkan biaya yang
diperlukan dalam penyelesaian sengketa melebihi nilai gugatan itu sendiri®.

Pembentukan mekanisme Small Claim Court (SCC) melalui Perma Nomor
2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana vang selanjutnya disebut Perma Gugatan Sederhana (GS)
dinitai  sangat revolusioner. Kcnapa demikian? Karena perma terscbut
mengandung pembaharuan terhadap sistem hukum acara perdata yang sebelumnya
diatur oleh hukum Hindia Belanda, yaitu HIR, Rbg dan Rv.

Kemudian pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan
terkait Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang didalamnya
memuat gugatan sederhana dan gugatan biasa yaitu peraturan Mahkamah Agung
No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
Sehingga menghapuskan pengecualian dalam Perma No. 2 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Gugatan Sederhana, perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan

khusus, karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah di bawah kewenangan

® Ana Lathifatul Hanifzh, “Ifmplementasi Gugatan Sederhana dalam Sengketa Fkomomi
Syariah di Pengadilan Agama Purbalingge”™. Tesis: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2018 h 5.

M. Svarifuddin, Small Claim Couwrt Dalam Sistem Perdilan Perdata di Indonesia.
(Jakarta: P.T. Imaji Cipta Karva, 2020). h. 12.



pengadilan agama.g

Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
menyebutkan “penyelenggaraan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat
dan biaya ringan” namun dalam praktiknya tidak selalu bisa diwujudkan sesuai
dengan prinsip yang diamanatkan undang-undang. Terlebih untuk perkara perdata,
karena hukum acara yang digunakan masih bersumber pada hukum peninggalan
belanda (HIR dan RBg) yang masih bernuansa kolonial ’Sedangkan terkait
lamanya proses penyelesaian perkara selalu menjadi problem yang sering menjadi
kendala, karena terbentur oleh tahapan-tzhapan yang ada dalam prosedur hukum
acara perdata yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertank untuk menulis Proposal
dengan judui “Implementasi Gugatan Sederhana (Smaii Claim Court) Dalam
Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar™.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemyataan diatas, penulis dapat diajukan pokok
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaiaman implementasi gugatan sederhana dalain penyelesaian sengketa

ekonomi syarah di Pengadilan Agama Makassar?

¥ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 teniang
Tata Cara Penvelesaion perkara Fkonomi Svariah Pasal 3 angka 3, dalam Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2016, (Jakarta: 29 Desember 2016}

? Republik Indonesia. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Asas Penvelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Bab 1 Pasal 2 ayat 4 menyebutkan bahwa
“Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biava ringan, dalam Undang-Undang
Kekuasaan Kehakiman 2009, (Jakarta: 29 Oktober 2009).



2. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan

gugatan sederhana dibandingkan dengan gugatan acara biasa di pengadilan

Agama Makassar?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat di ketahut tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut;

1.

Untuk mengetahui implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian
sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar.

Untuk mengetahui | efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah
dengan gugatan sederhana dibandingkan dengan gugatan acara biasa di

Pengadilan Agama Makassar.

D. Manfaat penelitian

1.

Secara Teoritis

Penelitian mi diharapkan dapat menjadi sumbangan peinikiran dalam

rangka pengembangan materi Hukum Acara Pengadilan Agama dan

Hukum Ekonomi Syariah.

Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat
yang akan mengajukan perkara ekonomi syariah dalam gugatan
sederhana di Pengadilan Agama.

b. Dan dapat menjadi nilai tambah bagi pengetahuan penulis khususnya
bidang hukum acara terkait gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi

syariah.



BAB I1

TINJAUAN TEORETIS

A. Kajian Teori

|

Gugatan
a. Definisi Gugatan

Gugatan menurut Prof Sudikno Mertokusumo vaitu tuntutan
perdata {(burgerlijk vedering) tentang hak yang mengandung sengketa
dengan pihak lain.™* Gugatan menurut Zainal Asikin adalah suatu tuntutan
vang disampaikan - kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh
seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak
lainya yang kemudan mengharuskan hakim memernksa tuntutan tersebut
menurut cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap
putusan tersebut.” Kedua pendapat di atas dapat diketahui maksud dan arti
dari gugatan adalah sebuah tuntutan yang dihasilkan dan dua orang yang
berperkara (penggugat-tergugat) yang dituangkan dalam sebuah surat
gugatan, dan diajukan kepada ketua pengadilan sesuai dengan perkara
yang terjadi.
b. Gugatan Biasa

Menurut, Indroharto, pemeniksaan dengan acara biasa adalah
proses pemeriksaan normal yang seharusnya dilalui oleh setiap gugatan
yvang diajukan (proses vang tidak diterapkan secara khusus). Dalam upaya

hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan

t Y ahva Harahap, Hukum Acara Perdara. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 47,
? Zainal Asikin. Hukum Acara Perdara di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2015). h. 19



vang belum berkekuatan tetap upaya ini mencangkup: perlawanan/verzet,
banding dan kasasi. Pada gugatan acara biasa waktu penyelesaian rata-rata
adalah kurang lebih 450 hari dari tingkat pertama, sampai dengan
Mahkamah Agung. Acara biasa dapat melalui tiga tingkat Pengadilan,
pertama Pengadilan Negeri, Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi dan
Tingkat Kasasi di Pengadilan Mahkamah Agung.

¢. Gugatan Sederhana

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
sederhana adalah ‘acara yang yang jelas, mudah dipahami dan tidak
berbelit-beht. Makmi - sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang
diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan semakin
membaik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami, schingga
menampilkan berbagai timbulnya penafsiran, kurang menjamin adanya
kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk
beracara di muka pengadilan.”

M. Yahya Harahap membernkan penjelasan yang febih tegas
tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Menurut, beliau yang dicita-citakan dari peradilan sederhana, cepat dan
biaya ringan adalah suatu proses pemikiran yang relanf tidak memakan
jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan
hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan

sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-be

*Sudikno Mertokusum, Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Liberty,
1988). h. 54



lit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalangnya pemeriksaan mundur
terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut
hukum. *

Dengan demikian, gugatan sederhana merupakan terobosan baru
dalam hal penyelesaian sengketa, yang tertuang dalam peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana. Pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2015 mendapat respon positif dan masyarakat dalam penyelesaian
sengketa maka Mahkamah Agung rmengeluarkan Perrna Nomor 4 Tahun
2019 dengan khususitya menambah nilai materiil gugatan, penggunaaan
administrasi perkara secara elektronik, verzet, sita jaminan, dan tata cara
eksekusi.

Penjelasan di atas memberikan arti bahwa gugatan sederhana
adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh dalam cara penyelesaian
sengketa keperdataan lain dar gugatan biasa, dalam gugatan sederhana
menawarkan penyelesaian prosedur yang scderhana, cepat dan biaya
ringan dari hal tersebut masyarakat yang bersengketa tidak perlu lagi
menghadapi alur persidangan yang Panjang
d. Sejarah Gugatan Sederhana (Small Claim Court)

Small Claim Court didinkan oleh Cleveland pada tahun 1913.

Ketika gagasan im muncul sebagai pengadilan pertama yang mengakhiri

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta:
Pustaka Kartini, 1993) h. 54



eksploitast  orang muskin  dengan menawarkan keadilan yang
mengutamakan keadilan di Cleveland.’

Small Claim Court yang bersifat longgar dimplementasikan pada
pengadilan koalisi Norwegia yang didirikan tahun 1719 yang bertujuan
untuk melindungi petam dan pengacara yang diyakini memperbesar
kesalahan dan meningkatkan permusuhan antara para pihak dengan
mengutamakan biaya yang tinggi Small Claim Court yang pertama di
Amerika Serikat dikembangkan pada awal abad kedua puluh karena proses
formal pengadilan sipil yang begitu kompleks, nunit, dan mahal hal yang
tidak dapat digunakan oleh Sebagian besar orang yang memiliki
penghasilan atau pengusaha kecil.*

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015
tentang Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus
2015 oleh ketua MA Muhammad Ali ditanggal yang sama Perma tersebut
diundangkan oleh Menten Hukum dan HAM, Yasonna {.aoly. Perma ini
adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan
penyelesaian perkara sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya
ringan. Perma ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil dan
memakan waktu yang yang tidak mampu yang bersengketa dengan nilai
yang sangat kecil lama di pengadilan, sehingga tidak ada lagi istilah

“memperjuangkan  kambing tapi  kehilangan  kerbau”. Harapan

*Jurnal oleh Tim Peneliti Pusai Studi Hukum Islam Ekonommi dan Kebijakan Publik
Fakultas Hukum UNPAD rentang Small Claim Court, h 1
®Ibid, h. 3



dikeluarkannya Perma ini agar semua lapisan masyarakat bisa mengakses
keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.’

Pada tanggal 22 Desember 2016 Mahkamah Agung menertibkan
peraturan Mahkama Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Perma ini diundangkan pada
tanggal 29 Desember 2016, apabila kita menilik ke belakang, lahirnya
perma ini terkait erat dengan diperluasnya kewenangan peradilan agama
dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui perubahan UU
Nomor 7 Tahun 1989 dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama dan diterbitkan KHES (Kompilast Hukum Ekonomu Syariah) pada
Tahan 2008.°

Pada tahun 2016 diterbitkan peraturan Mahkamah Agung Nomor
14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
yang di dalam mengatur penyelesaian perkara ekonomi Syariah dalam
gugatan biasa dan sederhana. Gugatan sederhana mernipakan gugatan
perdata dengan nilai gugatan paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) yang diselesaikan dengan cara pembuktian sederhana.’
Penyelesaian gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara

ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum.

’Syamsul Maanf. MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda (Jurnal Harian Asia, 12
Okitober 2015), h. 1

#Abdul Rasvid, Tata Cara Penvelesaian Perkara Fkonomi Syariah (Publik of faculty
Members, Januan 2017)

°Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 teniang
Tata Cara Gugatan Sederhana Pasal Bab I Pasal | anghka 1, dalam Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 (Jakana: 17 Agustus 2015)
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Small Claim Court yang kadang dibeberapa negara disebut juga
dengan istilah Small Claim Tribual atau Small Claim Procedure yang
lebih banyak berkembang di negara Common [aw maupun negara-negara
dengan sistem hukum Civil Law. Small Claim Court tumbuh dan
berkembang pesat tidak hanya di negara maju seperti America, Inggris,
Kanada, Jerman, Belanda tetapi juga negara-negara berkembang baik di
benua Amerika, Latin, Afrika dan Asia.

e. Manfaat Gugatan Sederhana

Manfaat gugatan sederhana sendin pastinya menciptakan sistem
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang bisa mengefektifitaskan
kinerja pengadilan serta mengurangi volume sengketa-sengketa yang
masth dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung. Asas peradilan
cepat, sederhana dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Berdasarkan asas
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pasal 2 Ayat (4) “peradilan di
lakukan 'dengan sederhana cepat, biaya ringan”. Serta Pasal 4 Ayat (2)
“pengadilan membantu pencarian keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat
dan biaya ringan”.

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan “Perma No. 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana untuk mempercepat
proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat,

biaya ringan. Pasalnya selama ini masyarakat pencari keadilan masih



i2

mengeluhkan lamanya proses perkara di Pengadilan ringan. Pasalnya
selama ini masyarakat. pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya
proses perkara di Pengadilan.”

Dengan demikian manfaat yang didapat dari keberadaan gugatan
sederhana adalah pertama mempersingkat dan mempercepat prosedur
penyelesaian sengketa di Pengadilan untuk perkara-perkara yang nilai
materinya Rp. 500.000.000 (luna ratus juta rupiah), kedua dapat
mengurangi perkara-perkara yang masih dalam proses penyelesaian serta
mengefektifitaskan kinerja peradilan untuk mempercepat penyelesaian

sengketa.

f. Tujuan Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan salah satu bentuk penyelesaian
sengketa ekonomi syariah. Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa
ckonomi syariah apar setiap segala permasalahan yang timbul dalam
kegiatan ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan ‘cepat dan tepat
sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan suatu persengketaan
yang berujung pada ketidakadilan.'’ Persengketaan yang tidak dapat
diselesaikan dengan secara secepatnya sangat tidak sesuai dengan ajaran
1slam. Dalam islam tidak diperbolehkan persclisihan yang berlarut-larut
dan berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan yang

semakin rumit dan tajam."’

" Amran Suadi, Pervelesaian Sengketa Fkonomi Syariah Teort Pan Prakiik, (Depok:
Kencana, 2017)h. 10,
" Hendi Suhendi, Fikih Muamalat, (Jakanta: RajaGarafindo, 2002). h. 34.
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Berdasarkan penjelasan sebeluminya, antara sistem  gugatan
sederhana itu sendiri ternyata selaras dengan tujuan penyelesaian sengketa
ekonomi syariah, yakni agar setiap permasalahan dalam kegiatan ekonomi
syariah dapat terselesaika dengan cepat dan tepat serta sesuai dengan
prosedur yang berlaku. Kata secepat ini merupakan kata kunci yang
dimiliki keterikatan dengan definisi gugatan sederhana. Lebih khususnya
lagi dengan gugatan sederhana merupakan upaya dalam menyederhanakan
prosedur beracara di pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata
dengan ditentukan masa berlakunya penyelesaian sampai penyederhanaan
dalam proses pembuktiannya. Schingga perkara-perkara yang nilai
materinya yang tidak lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat dan beban biaya perkara
menjadi tidak lebih besar dari biaya yang diperkarakan.'?

g- Regulasi Gugatan Sederhana

Regulasi merupakan kebijakan atau aturan, sistem gugatan
sederhana memperkenalkan suatu sistem peradilan yang sederhana, cepat
dan biaya ringan, hal i tertera dalam pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan,
“semua perjanjian yang sesuai dengan Undang-Undang bagi mereka yang
membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan
kedua belah pilak atau karema alasan yang ditentukan oleh Undang-

Undang perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.” Berdasarkan

"2 Republik Indonesia, Peraruran Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Gugatan Sederhana, Pasal | angka !, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 (Jakarta: 20 Agustus 2019)
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landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut, dapat

dipahami terkait prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa ekonomi

syariah sebagai berikut;

1} Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak vang
merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan.

2} Kekelvargaan.

3) Menjamin kerahasiaan sengketa para pihak; dan

4) Menyelesaiakan masalah secara komprehensif kebersamaan.

Berawal dari sistem peradilan vang terlalu pamjangn prosesnya,
dibentuklah suatu aturan yang mengenai gugatan sederhana yang menjadi
alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa yang scderhana, cepat dan
biaya ringan. Hal imi pun sesuai dengan tugas peradilan adalah
memberikan penyelesaian perkara secara efeknif, efisien, tuntas dan fainal
sehingga memuaskan para pithak dan masyarakat yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

h. Perbedaan Gugatan Sederhana dengan Gugatan Biasa

Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya
adalah nila: kerugian materiil yang lebth khusus ditentukan pada gugatan
sederhana, yakni maksimal Rp.500.000.000- sedangkan pada gugatan

perdata biasa nilai materiil tidak dibatasi besarnya.”

“ Tri Jata Awu Pramesti, Seluk Beluk Gugatan Sederhan, hukumoniine.com {16
september 2021)
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Berikut ini adalah tabel perbedaan gugatan sederhana dengan

gugatan biasa."*

Tabel 1.1 Perbedaan gugatan sederhana dan gugatan biasa

Gugatan Biasa

Gugatan Sederhana

Hakim dalam gugatan biasa dalam
bentuk majelis yang terdin dan tiga
hakim yakni satu hakim ketua dan
dua hakim anggota hakim yang
bersifat pasif.

Hakim dalam gugatan sederhana
dalam gugatan sederhana adalah
hakim tunggal hakim bersifat
aktif

Para pihak boleh lebih dari satu dan
dapat didampingi kuasa hukum

Para pthak tidak boleh lebih dari
satu kecuali yang bersangkutan
memiliki  kepentingan  hukum
yang sama dengan atau tidak
didampingi kuasa. hukum dan
para pihak diwajibkan untuk
hadir dalam / persidangan. Jika
para pihak wndak hadir pada
persidangan  pertama  dapat
dimungkinkan gugatan gugur dan
dilanjutkan pemanggilan sekah
lagi, dan hakim memutus perkara
jika tergugat tidak hadir pada
persidangan berikut.

Prosedur beracara gugatan biasa

1. Menyusun gugatan yaitu:
pendahuluan, identitas para pihak,
fundamentum petendi (dalil-dalif
posita konkret tentang adanya
hubungan yang merupakan dasar
serta ulasan tuatutan), petitum
atau tuntutan (apa yang dimnta
atau diharapkan penggugat agar

Prosedur beracara gugatan
sederhana

I. Tahapan penyelesaian gugatan
sederhana yaitu: pendaftaran,
pemeriksaan kelengkapan
gugatan sederhana, penetapan
hakim dan penunjukan panitera
pengganti, pemeriksaan
pendahuluan, penctapan hari
sidang dan pemanggilan para

diputuskan oleh hakim), pihak, pemeriksaan sidang dan

kesimpulan perdamaian, pembuktian,
2. Sidang  pemeriksaan  perkara putusan.

yaitu, memasukkan gugatan pada | 2. Untuk  periksan  perkara

pengadilan yang berwenang, gugatan  sederhana  dapat

" Syifa Conita. Efektifitas Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama Jokarta Selatan: Studi Atas Putusan No.01'Pdt G.S2017.PA.JS, Skripsi: UIN
Svartf Hidayatullah Fakultas Syariah dan Dakwa Jakarta. 2018. h. 28-32.
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mendaftarkan kemudian
membayar biaya perkara

. Persiapan sidang yang dilanjutkan
dengan penunjukan hakim oleh
ketua pengadilan kemmudian
pemanggilan tergugat di lakukan
oleh jurusita, surat pemanggilan
disebut exploit.

. Susanan persidangan sidang
pertama  hakim  menayatakan
terkait identitas penggugat dan
tergugat dan hakim menghimbau
untuk  dilakukan perdamaian,
sidang kedua jawaban - pihak
tergugat, sidang ketiga replik,
sidang keempat ~duplik sidang
kelima pembuiktian, dan
penggugat,  sidang « * Keenam
pembuktian dan tergugat, sidang
ketujuh penyerahan kesunpulan
dan para pihak, sidang kedelapan
putusan hakim.

. Jawaban tergugat yaitu:
pendahuluan biasanya isi jawaban
terdiri atas dalam eksepsi dalam
perkara permohonan, jawaban
tergugat dalam bentuk menolak
gugatan atau refrete.

. Jawaban dilakukan dan eksepst
adalah suatu tangkisan bahwa
syarat-syarat - prosessuil gugatan
tidak  benar, atau  cksepsi
berdasarkan ketentuan matenil

(eksepsi ' dilatoir dan  eksepsi
paremptoir), sehingga gugatan
harus dinyatakan tidak dapat

diterima (NO =Niet Ontvankelijk
verklaard)
. Jawaban dalam pokok perkara

merupakan  bantahan terhadap
dalil-dalil atau fundamentum
petendi  yang di  ajukan

penggugat.

. Permohonan atau petitum sifat
permohonan sudah barang tentu
harus menguntungkan tergugal

. Setelah hakim berpendapat

. Pada = han

. Dalam proses

dilakukan di  Pengadilan
Agama  atau  Pengadilan
Negeri, pada perkara
wanprestasi perbuatan
melawan hukum perkara yang
dikategorikan dalam
pengadilan  khusus  seperti

ekonomi Syariah

bahwa gugatan yang diajukan

penggugat adalah  gugatan
sederhana maka hakim
menetapkan  han sidang

pertama, dalam hal tergugat
tidak . hadir pada sidang
pertama maka dilakukan kedua
secara resmt dan patut.

sidang pertama
Hakim ~wajib mengupayakan
perdamaian dengan

memperhatikan batas waktu
penyelesaian gugatan
sederhana, jika perdamaian

tidak tercapai pada saat sidang
pertama, maka persidangan
dilanjutkan dengan pembacaan
surat gugatan -dan jawaban
gugatan, gugatan yang
diakui/atau  tidak  dibantah,
tidak perin dilakukan
pembuktian, terhadap gugatan
yang  dibantah, terhadap
gugatan yang dibantah hakim
melakukan pemeriksaan
pembuktian berdasarkan
Hukum Acara yang beriaku.
pemeriksaan
gugatan sederhana tidak dapat
diajukan  tuntutan  provisi,
eksepsi, rekonvensi, intervensi,
replik, duplik, atau
kesimpulan.




sendiri.
Upaya hukum dalam gugatan biasa | Upaya hukum dalam gugatan
yaitu:  banding, kasasi, dan | sederhana adalah  keberatan,
| 4. | peninjauan kembali permohonan keberatan di ajukan
paling lambat tujuh hari setelah
‘ putusan diucapkan atau setelah
' pemberitahuan putusan.
Penyelesaian gugatan biasa | Penyelesaian gugatan sederhana
ditentukan dari tidak adanya bukti | paling lama 25 hari sejak sidang
5. | dan upaya hukum yang dilakukan pertama (Pasal 5 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana)

2. Sengketa

a. Definisi Se

......

—— e ———

,‘ dengan yang lain.'®

'* pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
| 1 D Y Witanto, Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan
Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. Iltahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan), (Bandung: Alfabeta, 2011). h. 2.
' i Agimuddin Eka An, Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis (Jakarta: Raih Asa Sukses.
2010), h. 75.
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Sengketa Ekonomi Syariah adalah merupakan suatu pertentangan
antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan
ekonomi tersebut bertandas pada prinsip-prinsip syariah dalam ajaran
hukum ekonomi syariah yang timbul oleh adanya perbedaan pendapat
tentang suvatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum
terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya suatu
sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi atau
perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pihak lain. \7
b. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Gugatan Sederhana

Sistem gugatan sederhana berawal dari Perma No. 2 Tahun 2015,
Pasal 13 tentang Tata Cara Penyelesian Gugatan Sederhana, yang
mengatur bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui gugatan
sederhana adalah sengketa wanprestasi atau ingkar janji dan perbuatan
melawan hukum. Perkara ingkar janji atau wanpresiasi, wanprestasi
berasal dari Bahasa belanda vang berarti prestasi buruk, vang menurut
kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan
tidak menepatijanji dalam perjanjian. Menurut Yahya Harahap wanprestasi
sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau
dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga dapat menimbulkan
keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi

(schadevergoeding), atau dengan wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak
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yang lainya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Misalkan A meminjam
uang B, namun pada saat jatuh tempo hutang harus dilunasi, namun A
belum melunasinya.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan
dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Pasal 1365
BW (onerechtmatige) menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan
hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan
siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu harus mengganti
kerugian tersebut./ Selain itu, perbuatan melawan hukum dapat dipahami
sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum
menurut undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 dan
pasal 1366 KHU Perdata.’’ Misalkan A ditabrak B pada suatu kecelakaan
lalu lintas, akibat perbuatan B, A dapat menggugat B untuk mengganti
scluruh kerugian yang dilakukan oleh perbuatan B.

Namun tidak semua perkara ingkar janji dan perkara melawan
hukum ' dapat diselesaikan melalui penyelesaian < gugatan sederhana.
Perkara yang tidak dapat diselesaiakan melalui mekanisme ini adalah:'®
1) Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melaluat

pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,
sepertt persaingan usaha sengketa konsumen dalam perselisihan

hubungan industrial.

"7 Amran Suadi, Penvelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Prakiik,
(Depok: Kencana, 2017}, h. 146

'® Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku Saku Gugatan Sederhana, Pusat
Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian Advokasi untuk
Indenpendesi Peradilan (LelP), 2015 h. 10-11.
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2) Perkara yang berkaitan dengan hak sengketa tanah.

Perkara dapat diselesaikan melaln gugatan sederhana apabila telah

memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan ini merupakan kriteria

untuk menentukan masuk atau tidaknya sebuah perkara pada
mekanisme gugatan sederhana, yang terdiri dari:

a. Jems sengketanya adalah wanprestasi dan perbuatan melawan
hukum dengan nilai materiil gugatan paling banyak 500 juta;

b. Perkara bukan termasuk dalam ruang lingkup sengketa yang
perkaranya harus diselesaikan pengadilan khusus;

c. Bukan sengketa hak atas tanah

d. Penggugat dan tergugat masing-masmng tidak boleh lebih dari
satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

e. Hanya dapat diajukan terhadap tergugat yang diketahui tempat
tinggalnya;

f. Pengpugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah yang hukum
pengadilan yang sama, kecuali jika penggugat menggunakan
kuasa hukum, kuasa insidentil dan wakil yang memiliki domisili
yang sama dengan tergugat;

g. Penggugat dan tergugat wajib hadir langsung di persidangan,
meskipun didampingi oleh kuasa hukumnya;

h.  Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi

pada saat pendaftaran perkara;
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i. Perkara yang diajukan harus memiliki sifat pembuktian yang

sederhana.

Kesembilan syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya harus
dipenuhi semua jika suatu perkara akan diperiksa menggunakan prosedur
pugatan. Sederhana. Jika salah satu syaratnya tersebut tidak terpenuhi,
maka panitera dapat mengembalikan gugatannya kepada calon penggugat
atau hakim pemenksa perkara dapat menyatakan bahwa perkara tersebut
bukan gugatan sederhana dan harus diajukan melalui gugatan biasa.
¢. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ckonomi syariah merupakan suati pertentangan antara
dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang pela ku usahanya yang
dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ckonomi syariah
yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau
hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat
di berikan sanksi hukum tehadap salah satu diantar keduanya.” Terjadinya
suatu sengketa ckonomi syariah di sebabkan oleh kedua belah pihak, baik
perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian
dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi atau
melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak
yang lainnya merasa dirugikan.” Apabila seseorang atau badan hukum
telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak

tersebut telah terjadinya perikatan. Oleh karena itu menurut hukum

¥ Ibid, h 11.
% Ibid, h. 7.
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perdata, kesepakatan yang telah di setujui para pihak tersebut akan
mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”’

Berdasarkan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama. “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1) Perkawinan;

2) Waris;

2) Wasiat;

3) Hibah;

4) - Wakaf;

5) Zakat;

6) Infaq;

7) Shadagah; dan

8) Ekonomi Syariah.”*

Jika ditinjau dan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa tidak hanya
dibatasi dibidang perbankan syariah saja, melainkan juga dibidang
Ekonomi Syariah lainnya. Adapun mengenai ruang lingkup Ekonomi
Syariah lainnya yang dimaksud adalah;

1) Bank Syariah;

2! Richard Burton Simatupang. Aspek Hukum dalom Bisnis (Jakarta: Rineka Cipta,
2003), h. 41

2 Iman Yahyva. Seungketa Ekonomi Svariah Di Indonesia Pasca Putusar Mahkamah
Konstitusi Nomor 93/ Puu-X/2012,” Al-Maaahij, Vol. X No. 1, Juni 2016, h. 135.
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2} Asuransi Syariah,

3) Reasuransi Syanah;

4) Reksadana Syaniah;

5) Obligasi Syanah dan Surat Berharga Berjangka Menengah;
6) Sekuritas Syariah;

7) Pembiayaan Syariah;

8) Pegadaian Syanah;

9) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah:

10) Bisnis Syariah,/dan;

11) Lembaga Keuangan Mikro Syariah.”

Kemudian apa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang
beragama Islam dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama talah termasuk orang atau badan hukum yang
dengan sendirmya menundukkan din dengan sukarela kepada hukum
islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama
sesuai dengan ketentuan Pasal ini.*

Dapat dipahami bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara
ekonomi syariah bukan hanya orang-orang yang beragama Islam saja,
melainkan orang-orang yang secara sukarela menundukkan diri kepada

hukum Islam (menggunakan akad syariah) serta dipertegas pada saat

2 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Fkonomi Syariah di
Indoonesia. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2010). h. 63.

* y ulkamain Harapan. Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesatakan Perkara
FEkonomi Syariah, Vol. 20 Tahun 2008, h.i12.
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pembuatan akad dalam perjanjian bahwa ketika suatu saat nanti terjadi
sengketa, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama.®

Hal tersebut dapat dilakukan karena setiap akad atau perjanjian
dibuat dan dilakukan atas kehendak dan para pihak serta terhindar dari
keterpaksaan. Artinya dalam membuat akad atau perjanjian para pihak
diberikan kebebasan untuk membuat akad atau perjanjian (al-hurriyah)
selama itu disepakati oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan
hukum.

Selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3-Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tidak hanya mengatur
orang {person) sebagai subjek hukum, namun juga badan hukum (recht
person), dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan
Syariah adalah swatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa
keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.26

Apabila Lembaga Keuangan Syariah dalam melaksanakan kegiatan
operasionalnya - ‘terjadi sengketa Ekonomi Syarizh, maka untuk
penyelesatan perkara secara litigasi di Pengadilan merupakan mutlak
kewenangan dari Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal
55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

93/PUU-X/2012.

2 Suadi, Penyelesaian Sengketa FEhonomi Svarigh. Teori dan Praktik, Depok:

Kencana, 2017), h.18.
* Mardani, Aspek Hukum Lembaga Kewangan Syariah di Indonesia. (Jakarta:
Amzah,2012), h. 23.



3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Gugatan
Sederhana
a. Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Islam

Sebelum mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi
syariah dalam gugatan sederhana, maka berikut akan dipaparkan mengenai
penyelesaian sengketa berdasarkan perspektif hukum islam tidak jauh
berbeda dengan hukum nasional; yaitu melalui perdamaian (sul/islah),
arbitrase (tahkim), dan_pengadilan kckuasaan kehakiman (wilayah al-
Qadla).

1) Perdamaian (sulh/isiah)

Islah 'secara harfiah mengandung pengertian  “memutus
pertengkaran atau perselisihan™. Dalam pengertian Syariah dirumuskan
sebagai berikut: “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri
periawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.”*’ Masing-
masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariah islam
diistilahkan dengan Mushalih, sedangkan objek yang diperselisihkan oleh
para pihak disebut dengan Mushalih’alaihu, dan perbuatan yang dilakukan
oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhin perkara
dinamakan ~Mushalib’alaihi. Pedamaian dalam syanat islam sangat
dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian diantara para pihak yang
bersengketa, maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan

kasi sayang) di antara para pihak, dan sekaligus penmusuhan diantara para

27 Savvid Sabiq. Fikik Sunnah, (Bandung: al Ma’arif, 1996), h.189.

-
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pihak akan dapat di akhiri. Berikut adalah landasan Al-Qur’an yang

menjelaskan terkait perdamaian dalam surah Al-Hujurat ayat 9;**

Lag o ity O Lagi 13800008 1 58 Cnaiall e il 315

- o

Cels G pal 58 A ol o b gAY e
Opbandiall Sand i G phasidl y Ol i 1340006

Terjemahan:

"Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang,
maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya
berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan)
yang berbuat zalim itu, sehingga golongan it kembali kepada perintah
Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka
damaikanlah aniara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh,
Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ada tica rukun yang
hatus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh
orang melakukan perdamaian, yakni ijab, gabul dan lafazd dari perjanjian
damai yang dilakukan”.

Sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan pada hal

1‘ berikut ini:

1. Perihal subjek. Orang yang melakukan perdamaan haruslah orang
yang cakap bertindak menurut hukum, dan juga harus mempunyai
kekuasaan atan kewcnangan untuk melepaskan haknya atas hal-hal
yang dimaksud dalam perdamaian ity

2. Perihal objek. Harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Bentuk harta (baik berwujud maupun tidak berwujud) yang dinilai,

diserahterimahkan, dan manfaat.

* Kementerian Agama R1, AI-Qur an dan Terjemahanya, Q.S Al-Hujurat/49:9,
{Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010,

S
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b. Dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak menimbulkan
pertikaian yang baru.
3. Sengketa yang boleh didamaikan.
a. Sengketa tersebut berbentuk harta yang dapat dinilai
b. Menyangkut hak manusia yang boleh diganti

Dengan kata lain perjanjian perdamaian hanya sebatas pada
persoalan-persoalan muamalah saja (hubungan keprdataan). Sedangkan
persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah SWT, tidak dapat
diadakan perdamaian,

2) Arbitrase (tahki)

Arbitrasc dalam islam dikenal dengan istilah al-tahkim merupakan
bagian dari al-gadla (peradilan).”’ Secara etimologi, tahkim berarti
menjadikan seseorang sebagai pencegah svatu sengketa. Secara umum
tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal
dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagal wasiat kedua
orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka
secara damai, orang yang menyelesaikannva disebut dengan “Hakam™.
Landasan hukum untuk memperbolehkan arbitrase, baik yang yang
bersumber dari Al-Qur’an, sunnah, maupun ijma, apabila telah ditelaah
bersama, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan
dengan jalan damai. Jalan damai adalah cara yang paling utama menurut

ajaran islam. Namun, apabila jalan damai telah ditempuh dan tidak

¥ Qaid Agil Husen Munawar, Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, dalam buku

Arbitrase Islam di indonesia. (Jakarta: Radan Arbitrase Muamalat Indonesia bekrja sama dengan
Barnk Muamalatr, 1994). h. 47,
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berhasil tetap pada pendiriannya, maka mereka bisa meminta pihak ketiga
yang menyelesaikan sengketa di antara mereka (hakam).

Dalam sebuah hadis yang yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i
ally a&all sh i G AL O Al e S0 T & sl
S5l el o 1 HHERIIY) a3 & O &al gl iS4l ska)

Qi il S (o 8 il CuiSad

Artinya:

Rasulullah saw berkata kepada Abu Syuraih vang sering disebut
Abul-Hakam: “Sesungguhnya hakain itu adalah Allah dan kepada-Nyalah
diminta keputusan hukum. Mengapa kamu dipanggil Abul-Hakam™? Abu
Syuraih menjawab: “Bahwa sesungguhnya kaumku bila bertangkar akan
meminta  penyclesaian  dan kedua belah pihak akan rela dengan
keputusanku”., Mendengar jawaban Abu Syuraihitu Rasulullah saw lalu
berkomentar: “Alangkah baiknya perbuatanmu itu”. (HR. Nasa-i)*’

Pada dasarnya hakam pelaksanaannya dalam suka sama suka
antara dua orang yang bersengketa. Oleh sebab itu, seperti ditegaskan oleh
Abdul Karim Zatdan dalam kitabnya Nidzamul Qadla Fil Islam, bila mana
salah satu pihak tidak bersedia menepati putusan hakam itu, maka
cksekusinya diserahkan kepada Pengadilan Negeri (yang dalam hal ini
untuk urusan terkait ekonomi syaraih.

3) Pengadilan Biasa (Al-Qadia)

* Satria Efendi, arbitrase dalam syariat Islam. (Jakarta :Bamui 1994), h. 10.
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Al-qadla secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau
menetapkan. Menurut istilah fikih kata kata im berarti menetapkan hukum
syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara
adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini menyelesaikan
perkara-perkara perdata dan pidana. Orang yang berwenang
menyelesaikan perkara pada penadilan semacam ini dikenal dengan qadli
(hakim). Kekuasaan qadli tidak dapat dibatasi oleh persetujuan pihak yang
bertikai dan keputusan dari gadli ini mengikat kedu belah pihak. Surah

An-Nisa ayat 35:M

S ENL1 T S teEe T % e e feboefta . wes ampE s AT, 3y

Ol lelal Ga aSa 5 dal (a LSs | piaile Lagin Glaw 2iad ()5
Iyl Lile ;)\smffu@;;mé;;tsmjia;j

Terjemahan;

“Dan jika kamu khawatir rerjadi persengketaan antara keduanya,
maka kirimiah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang
Juru damai deri keluarga perempuan. Jika keduanva (juru damai ifu)
bermaksud mengadakcm perbaikan, niscaya Allah membert taufik kepada
suami-istri ttu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha mengenal ™,

b. Penyelesainn Sengketa Ekonomi Syariah (Small Ciaim Court) dalam

Hukum Nasional
Perma salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah
Agung dan tetap berlalaku sepanjang tidak menyalahi undang-undang
yang lebih tinggi di atasnya. Dalam pasal 2 Perma Nomor 14 Tahun 2016
disebutkan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk

gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa dan menurut Pasal 3

1 Kementerian Agama RI, Al-Qur ‘an dan Terjemahanya. Q.S An-Nisa/4:35, (Bandung:
CV Penerbit Diponegoro, 2010.

o
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ayat (3) Perma Nomor 14 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pemeriksaan
perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana mengacu pada Perma
Nomor 2 Tahun 2015. Dengan demikian penyelesaian perkara ekonomi
syariah yang terkait dengan gugatan sederhana diatur oleh Perma, yaitu
Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perma nomor 14 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Small Claim Court sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomeor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyeiesaian
Gugatan Sederhana juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019 merupakan
prosedur -penyelesaian sengketa perdata dengan  beberapa syarat dan
pembatasan tertentu dengan tujuan penyederhanaan proses agar
penyelesaian perkara bisa lebih cepat yang diterapkan secara khusus bagi
sengketa kontrak (wanprestasi) dan tuntutan kerugian akibat perbuatan
melawan hukum (PMH) dengan nilai gugatan paling banyak Rp.
500.000.000- (Lima ratus juta rupiah) mekanisme penyelesaian yang
simpel dan cepat dalam gugatan sederhana sangat menguntungkan bagi
masyarakat dari kalangan menengah ke bawah untuk dapat mengajukan
penyelesaian sengketanya ke pengadilan. *

Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa Peraturan
Mahkamah Agung vyang mengatur tentang gugatan sederhana
dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuat asas

peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Hal itu dikeluarkan karena

* Ferevaldly dan Anand, Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Dalam Gugatan
Sederhana (Smaal Claim Courr),” JHAPER: Vol. 3. No. 2, Juli-Desember 2017. h. 208.
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selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya
proses berperkara di pengadilan.*

Secara garis besar tahapan penyelesaian gugatan sederhana yang
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syartah, meliputi:

1) Pendaftaran

Penggugat 'mendaftarkan gugataimya di Kepaniteraan pengadilan
Agama, dan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan yang
mana blanko gugatan berisi identitas penggugatan dan tergugat, penjelasan
ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat. Penggugat wajib
melampirkan buku surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan
gugatan sederhana.

2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Panitera. ‘melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan
sederhana berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Perma No. 2 tahun
2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, panitera
mengembalikan  gugatan yang tidak memenuhi persyaratan dan
pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan

sederhana.

* Anita Afriana, Dasar Filosofis Dan Inklusitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem
Peradilan, UMBELAJ 3_no.1 {2018), h. 20.

-
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Kemudian Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara, dan
hal im1 diwajibkan kepada penggugat untuk membayarmya, dan penggugat
vang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-
cuma atau prodeo. Selain itu, pada tahap ini perlu dijelaskan juga untuk
perkara biasa maka buku registernya tetap menyatu dengan buku register
induk perkara yang sudah ada di kepaniteraan, bukan dibuat tersendiri dan
terpisah dengan buku induk register perkara yang ada, di samping tidak
ada dasar hukumnya membuat terpisah tersebut juga akan terasa anch
sebab perkara e¢konomi syariah tetap memakai nomor register yang sama
dengan perkara-perkara lainnya yang menjadi kewenangan Pengadilan
Agama.

Adapun buku register ckonomi syariah (R1 PA 12) dalam Buku 11
hanya merupakan register yang sifatnya sebagai buku bantu saja untuk
memudahkan pendataan perkara ekonomi syariah yang diterima oleh
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, sedangkan nomor perkaranya
tetap mengacu patda buku register induk perkara gugatan: 34

Ketua pengadilan dalam menetapkan panjar biaya sesual yang
tercantum dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) melalui bank.
Kemudian kasir menerima bukti setoran bank dani penggugat lalu
membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara. Sehingga prosedur
panjar biaya tetap sama dengan sistem pembayaran panjar biaya perkara

lainnya.

*  Mahkama Agung Rl Pedoman Pelaksanaan Putusan dan Adminisirasi

Pengadilan Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h. 23
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3) Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti

Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan
sederhana, kemudian panitera menunjuk panitera pengganti untuk
membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Dari ketiga proses
diatas dapat dilaksanakan paling lambat dua hari
4) Pemeriksaan pendahuluan

Hakim memeriksa materi’ gugatan sederhana berdasarkan syarat
pada pasal 3 dan 4 Perma No. 2 fahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhara, dan Hakim menilai sederhana atan
tidaknya -pembuktian, apabila dalam pemeriksaan hakim. berpendapat
bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim
mengeluarkan penctapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan
sederhana, dan mencoret dari register perkara serta memerintahkan
pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terhadap penetapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana dan tidak dapat dilakukan upaya hukium apapun setelah itu.
5) Penetapan han sidang, pemanggilan para pihak

Jika Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan adalah
gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama.
Kemudian memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak agar
hadir pada persidangan vang sudah ditentukan dan jarak waktu

pemanggilan dengan persidangan tidak tiga hari melainkan dalam gugatan
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sederhana perkara ekonomi syariah paling lambat dua hari kerja hal ini
corcodan dengan bunyi pasal 20 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015. Yang dilanjutkan dengan pemanggilan-
pemanggilan melalui bantuan teknologi informasi seperti email,
WhatsApp yang disepakati para pihak setelah diklarifikasi dengan pihak
kepaniteraan untuk menghindan komplain dari masing-masing pihak.
6) Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pada han sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian
dengan tetap memperhatikan batas waktu, upaya perdamaian dalam
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini mengecualikan Ketentuan yang
diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.
Dalam hal tercapainya perdamaian, maka hakim membuat putusan akta
perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap penetapan akta
perdamaian dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Akta
perdamaian bentuknya seperti blanko yang terdini dari:
1. Han dan tanggal perdamaian yang dilakukan
2. Identitas para pihak
3. Kesepakatan yang dicapai
4. Tanda tangan para pihak yang berdamai

Jika perdamaian tersebut dilaksanakan di luar persidangan, maka
para pihak harus memberikan laporan kepada hakim, apabila para pihak
tidak memberikan laporan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan

perdamaian tersebut. Hakim hanya dapat menguatkan kesepakatan
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perdamaian di luar persidangan yang dilaporkan atau di dalam persidangan
dalam bentuk akta perdamaian. Kesepakatan perdamaian dimaksud
dianggap sah. Apabila kesepakatan perdamaian memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:

1. Sesuai kehendak para pthak

2. Tidak bertentangan dengan hukum

3. Tidak merugikan pihak ketiga

4. Dapat dieksekusi; dan

5. Dengan itikad baik **

Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada han sidang pertama,
maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan
Jawaban tergugat. Dan perlu diketahui, bahwa dalam proses pemeriksaan
gugatan secderhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi,
rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Hakim dalam
gugatan sederhana wajib berperan aktif, dalam peran aktifnya hakim dapat
melakukan hal-hal sederhana sebagai berikut:

1. Membertkan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara
berimbang kepada para pihak.

2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk
menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di

luar persidangan; dan

¥ Cicut Sutiarso, Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengkeia Bisnis, (Jakarta:
Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 51.
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3. Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan menjelaskan upaya
hukum yang dapat ditempuh para pihak.

7) Pembuktian

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah
suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara
yvang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa
oleh Hakim.* Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu
peristiwa atau hak yang diajukan kepada Hakim. Dan hal-hal yang tidak
perlu dibuktikan salah satunya dalam hal mengakui gugatan penggugat.
Jika tergugat mengakui dalil gugat dan penggugat, maka pugatan
penggugat itu tidak perlu dibuktikan lagi. Segala gugatan penggugat
dianggap telah terbukti, jika tidak perlu dibuktikan lagi kebenaran dalil
gugat penggugat lebih lanjut >’ hal ini sejalan dengan Perma No. 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penvelesaian (Gugatan, sederhana pasal 18 ayat
(1).
8) Putusan dan Berita Acara Persidangan

Setelah adanya proses pembuktian dan telah selesai, maka hakim
membuat putusan. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari yang sama dengan pembuktian atau pada

persidangan berikutnya. Pada saat hakim mengucapkan putusan,

¢ R, Subekti , Hukum Pembuktian , {Pradnya Pramida: Jakarta. 1978), h. .
3 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan (Jakarta:

Kencana, 2016), h. 154.
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disarankan untuk menyimak dan mencatat isi putusan. Kemudian setelah
beberapa hari putusan dibacakan, maka penggugat dan tergugat berhak
mendapatkan salinan putusan yang dibacakan oleh hakim. kemudian
hakim akan memberitahukan hak-hak para pihak antara lain menerima
atau menolak putusan. Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam

bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan
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alah upaya hukum terakhir dalam
sistem gugatan sederhana sehingga putusan hakim ditingkat keberatan
bersifat final artinya tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun

termasuk banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.*

3% Ibid, him, 31-32.
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Pasal 21 Ayat (1} Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan “upaya hukum terhadap
putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah
dengan mengajukan keberatan.” berdasarkan Pasal 22 Perma No. 2 Tahun
2015 “(1) permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah
putusan di ucapkan atau setelah pemberitahuan putusan; (2) permohonan
keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko
permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan; (3) permohonan
keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan
ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.”

Berikut i tabel alur penyelesaian gugatan sederhana oleh Hakim
fung ga].39

Tabel 1.2 Alur penyelesaian gugatan sederhana oleh Hakim

tunggal,
Pendaftaran Pemenksaan Pembayaran Penetapan
kclengkapan  {sf»! panjar biaya S nama hakim
gugatan perkara dan panitera
Pemeriksaan Pemanggilan Penetapan *
s[4 Lo | 4 S | e
P s pendahuluan
atas
‘ Pufusan Penyerahan pemberkasan
pembuktian Salman
putusan

* Ibid, h. 35.
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Penelitian Terdahulu

. Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Conita (2018) dengan judul
“Efektifitas Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi
Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (studi atas putusan
No.01/Pdt.G.S/2017/PA,JS)”.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem gugatan sederhana
merupakan salah satu sistem yang dapat dipergunakan dalam
penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, dan hal
ini telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun
2016 <tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah,
terdapat keistimewaan dari sistem gugatan sederhana ini, yaitu
penyelesaian sengketa yang dapat lebih cepat, dibandingkan
penyelesaian scngketa melalui gugatan biasa. Sehingga asas peradilan
sederhana, cepat, dan biaya ringan telah terpenuhi dalam penerapan
sistem gugatan sederhana terkait sengketa ekonomi syariah. Implikasi
hukumnya adalah fembaga Peradilan dalam kinerjanya menjadi lebih
efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, batasan waktu
dalam penyelesaian sengketanya dalam sistem gugatan sederhana,
serta prosedur persidangan yang sederhana menjadikan penyelesaian
sengketa dapat terselesaikan dengan cepat. Karena bagaimana pun
dalam ekonomi syariah khususnya pelaku bisnis syaniah, memerlukan
penyelesaian sengketa bisnisyang sederhana, cepat, dan biaya ringan

untuk menopang kelancaran bisnis syariah, dengan demikian
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penerapan Perma No. 14 Tahun 2016 terkait gugatan sederhana sudah
efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah,

. Penelitian yang dilakukan oleh Sania Nurfatiha (2018) dengan
judul “Implementasi Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah di pengadilan Agama Purbalingga”
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sebagai alternatif
penyelesaian  sengketa ekonomi. syariah secara litigasi, gugatan
sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Juncto Peraturan Mahkamah Apgung Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah tentunya berbeda
dengan penyelesatan sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa
yang telah diterapkan oleh Peradilan Agama sejak dnindangkannya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara termasik ekonomi syariah.

. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Latifatul Hanifa (2018)
dengan judul “Implementasi Gugatan sederhana (Small Claim
Court) dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
Purbalingga”.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Gugatan sederhana

merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling
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banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesatkan
dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Penyelesaian dengan
gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janj
(wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum Perkara mgkar janji
(wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak
dipenuhinya perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertuhis
Perbuatan Melawan Hukum merupakan perkara yang timbul akibat
dirugikannya satu pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada
perjanjian sebelumnya. Small claim court lebih banyak digunakan
untuk perkara perdata berskata kecil yang dapat diselesaikan dengan
cara sederhana, cepal dan biaya murah. Small claim court juga
dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani antara mekanisme
ADR (Alternative Dispute Resolution) yang sinpel dan fleksibel

dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas scbagai pengadilan.
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Berikut ini adalah kerangka pikir penyelesaian sengketa ekonomi syanah

melalui gugatan sederhana.

Tabel 1.3 Kerangka pikir penyelesaian sengketa gugatan sederhana

Tahun 2019

Perma No. 2 Tahun 2015 Jo Perma No. 4

HR.

an-Nasa-1
Sengketa Ekonomi Syariah

QS. Al-Hujurat ayat 9, QS.An-Nisa ayat 35,
Tentang Penyelesaian

Studi Teoritik
1. Analisis SWOT

Merupakan salah satu
instrumen dalam
penetapan strateg).

Dengan keterangan:
strengths (kekuatan),
pportunities
(peleuang),
weaknesses
(kelemahan)

. Penyelesaian melalaw
Gugatan sederhana
dengan penyelesaian
sederhana, cepat dan
biaya ringan.

. Implementasi gugatan
sederhana dalam
penyelesaian sengketa
ekonomi syanah.

F 3

» Studh

F

l

Rumusan
Masalah

Analisis
Kualitatif

Skripsi
Pengembangan
ilmu
Manfaat karya
ilmiah
Motovasi

penelitian
fanjuatan

Kesimpulan dan
rekomendasi

Y

Studi Empirik
. Syifa Conita.

Penyelesaian
gugatan sederhana
pada sengketa
ekonomi syanah
menjunjung asas
peradilan cepat,
sederhana dan biaya
ringan,

. Sania Nurfatiha

Alternttf
penyelesaian
sengketa ekonomi
syariah secara
litigasi dapat
dilakukan dengan
gugatan sederhana.

. Ana Lathifatul

Hanifa.

Gugatan sederhana
lazim disebut juga
dengan Small Claim
Court yaitu gugatan
Perdata ringan dalam
proses penyelesaian
perkara cepat.




BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jems Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriktif.
Penelitian Kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perifaku yang dapat diamati. Dalam
penelitian ini yang menjadi objek yang diamati yaitu Ketua Pengadilan Agama
Makassar, Hakim, panitcra, kasir dan Pegawai PTSP dari Pengadilan Agama
Makassar selaku orang yang sangat berperan penting dalam penerapan
gugatan sederhana (Small Claim Court).

Metode kualitatif deskniptif menyesuaikan pendapat antara peneliti
dengan informan. Pemilihan meteode ini dilakukan karena analisisnya tidak
bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena
yang ada di masyarakat.

2. Pendckatan Penelitian

Penelitian  1m’ menggunakan metode kualitatif karena peneliti
menganggap permasalahan vyang ditcliti cukup kompleks dan dinamis
sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijaring dengan
metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan responden
(narasumber) schingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu peneliti
bermaksud untuk memahami situasi social secara mendalam, menemukan

pola, dan teori sesuai dengan data diperoleh di lapangan.
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Fokus pada penelitian ini adalah Implementasi Gugatan Sederhana

(Small Claim Court) dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Makassar yang berasumsi bahwa Pengadilan Agama Makassar merupakan

Pengadilan yang bisa dijadikan gambaran situasi dalam mengajukan sengketa

gugatan sederhana ekonomi syariah.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di JI. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan
Daya, kecamatan Biringkanaya kota Makassar Sulawesi Selatan. Yang menjadi
objek penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Makassar karena di pengadilan
Agama Makassar adalah salah satu pengadilan yang mencrima perkara ekonomi
syariah yang diajukan dalam bentuk gugatan sederhana.
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

Dalam penelitian ini fokus pada penelitnan:

1. Perkara gugatan sederhana ekonomi syanah.

2. Implementasi Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah, di Pengadilan Agama
Makassar di JI. Perintis Kemerdekaan KM, 14, Kelurahan Daya, kecamatan
Biringkanaya kota Makassar Sulawesi Sclatan,

3. Efektifitas penyelesaian gugatan sederhana dalam hal ini gugatan sederhana
ekonomi syariah, di Pengadilan Agama Makassar di Ji. Perintis
Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, kecamatan Biringkanaya kota
Makassar Sulawesi Selatan.

D. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:
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1. Data Hukum Primer
Yaitu data yang diambil dari sumbernya atau data dari lapangan,
melalui wawancara dengan responden yang dapat memberikan informasi yang
dibutuhkan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan
menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan dalam wawancara dengan
responden .
2. Data Hukum Sekunder
Yakm data yang didapat melalui penelitian keperpustakaan (library
Research) dengan menelaah bahan-bahan buku yang terjadi:
a. Bahan Hukum Priiner
Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuasaan mengikat
yang terdir: dari peraturan perundang-undangan di antara lain:
1. Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama
yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
3. Peraturan Mahkaimnah Agung Nomor 2 'tahun 2015 juncto Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata
(ara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan lain-lain
5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan buku yang membenikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat membantu
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menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi
karya ilmiah seperti literatur-literatur mengenai Ekonomi Syariah, dan
Hukum Acara Pengedilan Agama, dokumen-dokumen serta laporan
penelitian lainnya.
¢. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
yang meliputi jurnal ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kamus Hukum Ensiklopedia dan lam-lam.
E. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah
pengamatan (observasi) dan wawancara langsung kepada responden. pada peneliti
ini memerlukan buku, alat tulis, panduan wawancara berupa daftar pertanyaan
yang akan diajukan kepada responden dan kamera, perekam suvara sebagai alat
pengumpulan data.
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Observast
Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan
tentang keadaan yang ada di lapangan, dengan berlakunya observasi dalam
penelitian maka akan menambah pernahaman terkait objek dan subjek yang
diteliti dalam penulisan proposal ini penulis melakukan observasi langsung

ke Pengadilan Agama Makassar.
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2. Wawancara

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap

perorangan yaitu secara langsung antara pewawancara dengan responden

penelitian. Dengan ini dibarapkan peneliti dapat mengetahui secara

mendalam mengenai Implementasi Gugataan Sederhana (Small Claim

Court) dalam Sengketa Ekonomi Syariah.

Subjek penelitian ini adalah:

1.

2.

Hakim

Panitera

Kasir

Pegawai Pelayanan (PTSP)

Jurusita

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung

ditunjukan pada subyck penelitian, namun melalui dokumen. Peneliti juga

mengambil data 'yang bersumber dan foto maupun ‘video yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti.

(. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data

kualitatif yang bersifat deskriktif, yaitu mendeskripsikan keadaan yang akan

diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam. Terdapat 3

(tiga) alur kegiatan dalam melakukan analisis data yaitu
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1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang
muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif dapat
disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni:
melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat,
menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau
peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data
dilakukan peneliti denigan memilih dan dilakukan peneliti dengan memilih
dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi d1 lapangan,

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang
membenkan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan
informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang pada dan mudah diraih.
Misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan
bagan.

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi.

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat
keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi.
Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran

penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan
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lapangan dan meminta responden yang telah dijaring datanya untuk
membaca Kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang

muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohannya, dan

kecocokannya.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian
1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar
a. SK Pembentukan Pengadilan Agama
1) PP 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama
2) UU No 7 Tahunh 1989 Tentang Peradilan Agama
b. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957

Sejarah keberadaan Penpadilan Agama Makassar tidak diawali
dengan Petaturan Peruerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak
zaman dahulu, scjak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda,
namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu
Kewenangan Seorang Raja untuk mengankat seorang pengadil discbut
sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah islam, Maka Raja
kembali mengangkat scorang Qadhi. '

Kewenatgan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi
atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewcnang
Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena
cakkara berkaitan dengan perkara nikah.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi,

yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah

! Pengadilan Agama, Profile dan sejarah Pengadilan Agama Makassar. htips://pa-
makassar.go.idftemang—mngadian/proﬁle-gen@ilmﬂseiarah-gengadilan {20 Januari 2022)
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Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang
dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh
adalah Qadhi terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi
dahuiu  berwenang dan berhak mengangkat sendini para pembantu-
pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya,
dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu diptmpin oleh Hamente.

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada
tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada
waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih
disatukan dengan wilayah Makassar.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syanah yang kemudian
berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu
yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada
saat itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan
yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan
dahuiu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi
Daengta Kalia.
¢. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957
Setelah keluamya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960

terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut
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“Pengadilan Mahkamah Syariah™ adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan
gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:?
Wilayah Yurisdiksi
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota Makassar
mempunyai batas-batas seperti berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;

- Sebelah Utara berbatasan dengan k paten Maros;

N

Gambar 2.1 Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar

dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi

’ ngadllan Agama, keadaan gedung dan wilayah Pengadilan Makassar. https://pa-
# cadian/keadaan-gedung-pengadilan/wilayah-pengadilan (21 Januari
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14 (Empat Belas) Kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 15
(Lima Belas) Kecamatan meliputi beberapa kecamatan diantaranya:

a. Kecarnatan Biringkanaya terdiri dari 10 Kelurahan;

b. Kecamatan Bontoala terdiri dari 12 Kelurahan;

¢. Kecamatan Makassar terdin dari 13 Kelurahan;

d. Kecamatan Mamajang terdini dar13 Kelurahan;

e. Kecamatan Manggala terdiri dan 8 Kelurahan;

f Kecamatan Mariso terdiri dari 9 Kelurahan;

g. Kecamatan Panakukang terdiri dari 12 Kelurahan;

h. Kecamatan Rappocini terdiri dari 10 Kelurahan;

1. Kecamatan Tallo terdiri dari 15 Kelurahan;

J. Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 12 Kelurahan;

k. Kecamatan Tamalate terdiri dari 12 Kelurahan;

I. Kecamatan Ujung Pandang terdin dari 10 Kelurahan,

m. Kecamatan Ujung Tanah terdiri dari 9 Kelurahan;

n. Kecamatan Kepulavan Sangkarrang terdiri dari 6 Kelurahan;

0. Kecamatan Wajo terdiri dari 8 Kelurahan:*
Keadaan Gedung

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan

Agama Klas 1A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor
scbanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen

seluas 150 m2 untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan

* Dokumen PA Makassar tentang . “WilavahnY urisdiksi Pengadilan Agama Makassar
terdin dari 15 Kecamatan, dan 159 Kelurahan.

o
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dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang
meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka
turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan
sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999
Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat

ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya

Makassar dengan luas lahan (Tmah}2297M2dan Luas Bangunan 1.887,5 M2.

Gambar 2-2 Gedung Baru Pengadilan Agam« Makassar Kelas [A

d. Keadaan Pegawaidars Masa ke masa

Awal mula terbentulmya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah
Makassar dengan wilayah Yﬁﬁsdiksi Makassar Gowa, Takalar dan Maros
jumlah pegawai (SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H.
Chalid Husain dengan susunan personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M.
Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku,

M. Haya dan Nisma.
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Hakim Ketua Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif
Andi Rukka, Syarid Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H.
Andi Mansyur) dan Daeng Mannu. Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi
Ketua, hanya memiliki 7 orang pegawai (persoml), sedangkan sekarang ini
jumlahnya telah bertambah karena berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1
Tahun 1974, maka penambahan jumlah pegawai (personil) sudah dinyatakan
perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya jumlah Volume perkara. Berikut
i adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan periode
kepemimpinan dar masa ke masa :

Tabel 1.4 Susunan Keiua Pengadilan berdasarkan priode kepemimpinan

No. Nama Ketua Periode

1. K. H. Chalid Husain Tahun 1960 s/d Tahun 1962
2. JK.H. Syckh Alwi Al Ahdal Tahun 1962 s/d Tahun 1964
3. [K.H. Haruna Rasyid Tahun 1964 s/d Tahun 1976
4. K H. Chalid Husain Tahun 1976 s/d Tahun 1986
5.  |Drs. H. Jusmi Hakim, S.H Tahun 1986 s/d Tahun 1996
6. [Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H  [Tahun 1996 s/d Tahun 1998
7. |Drs. H. M. Djufri Ahmad, S H., MH Tahun 1998 s/d Tahun 2004
8. [Drs. H. M. Talir R, S.H. Tahun 2004 s/d Tahun 2005
9. |Drs. Anwar Rahmad, M.H. Tahun 2005 s/d Tahun 2008
10. |Drs. Khaeril R, M.H. Tahun 2008 s/d Tahun 2010
I1. |Drs. H M. Naliruddin Malie, §. 1., M. {Tahun 2010 s/d Tahun 2013
12. |Drs. H. Usman S,.SH Tahun 2013 s/d Tahun 2014
13. |Drs. Moh. Yasya', SH.,MH. Tahun 2014 s/d Tahun 2016
14. |Brs. H. Damsir, SH.,MH. Tahun 2016 s/d Tahun 2019
15. |Drs. H. M Yusuf, SH.,MH. Tahun 2019 s/d Tahun 2020
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e. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

e e e AT

Tebel

Agama Ma

No.

1. [Drs. H.

D ID,-S_ Muhammad Ridwan S H 1}

3. |Drs. H. M.'Alwi Thaha, S.H., M

4. |Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

5. |Dr. Alyah Salam, M.H. Hakim

6. |Drs. H. Abd. Latif, M.H. Hakim
: 7 . H. Umar D. Hakim

8. |Dra.Hj. Salnah, S.H., M.H. Hakim

9.  |Drs. Muh. Arsyad Hakim

10. |Dra. Hj. Nurjaya, M.H. Hakim

11. |Drs. Faisal, M.H. Hakim
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12. {Drs. H. M. Natsir Hakim

13. [Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. Hakim

14. [Dra. Hj. St. Aminah, M H. Hakim

15. |Drs. H. Almmad P., M.H. Hakim

16. Mukrim, S.H. Hakim

17. {Drs. Muh. Arief Musi, S.H. IHakim

18. |Drs. Muhammad Yunus Hakim

19. (Dra. Kartini Hakim

20. [Drs. Hasbi, S.H. Hakim

21. [Dra. Hj. Fatmah Abujahja Hakim

22. {Dra. Hj. Jusmah Hakim

23. {Drs. H. Muh. Hasbi, M_H. Hakim

24, |Drs. Rahmat, M.H. Hakim

25. |Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. Hakim

26. [Drs. Rahmatuliah, M.H. Hakim

27. |Dra. Hj.Mardianah R, S.-H. Hakim

28. [Drs, H. Kamarnddin Hakim

29 |Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H. Hakim

30. |H. Kamaluddin, SH., M.H. Panitera

31. |Dra. Hj. Fitriani Panitera Muda Permohonan
32, |Hj. Fatimah A. D, SH.,MH. Panirera Muda Hukum
33, Hj. Hartinah, S.H., M H. Panitera Muda Gugatan
34. |Dra. Hanisang Panitera pengganti
35. [Khaerawati Abdullah, S.Ag. S H,. M.H. |Panitera pengganti
36. |H). Hasniah, M.H. Panitera pengganti
37. |Hj. Fatimah, S.Ag Panitera pengganti
38. |Nurwafiah Razak, S.ag Panitera pengganti
39. Hj. Nur Aisyah, S H. Panitera pengganti
40. (Drs. Haeruddin Panitera pengganti
41. (Salahuddm Saleh, S.H. Pamitera pengganti
42, Dedy Wahyudi, S.H. Panitera pengganti
43. |Hj. Nurjaya, S.Ag Panitera pengganti
44. iDra. H}. Sukmawati Panitera pengganti
45. {Drs. Hasnah Mohammad Tang Panitera pengganti
46. |Hj. Salwah,, S H., M.H. Panitera pengganti
47. |Syahruni, S H., M. H. Panitera pengganti
48. [Dra. Hj. Jawariah, M.H. Panitera pengganti
49. [Hariayati, S.H. Panitera pengganti
50. |Abdul Rahman, S H. Panitera pengganti
51. |Muniroh Nahdi, S H., M.H. Sckretaris
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52, [Rahmat Riyadi Jufri, $.T. MM, E;Z‘S;‘;:ﬁpereﬂcanaa“' Tldan
bbag Kepegawaian,
53. [Muhammad Irsal, S.T. gfri;;nisagi daII)l %ata Laksana
54. |Hj. Hasnaini, S.H. Jurusita/Jurusita Pengganti
55, [Muanwir Mustafa, S.H. Jurusita/Jurusita Pengganti
56. |[Haenah, S H. Jurusita/Jurusita Pengganti
57. Muslimin, S.H. Jurusita/Jurusita Pengganti
58. [Rima Arisanty Jurusita/Jurusita Pengganti
59. |Apollo Jurusita/Jurusita Pengganti
60. [Satriawan Pratama Jurusita/Jurusita Pengganti
61. |Andi Khalidah, S.E Pustakawan
62. {Aditiya Rahmat Setiawan, S.Sos Analis Kepegawaian.

Jumlah sumber daya mamisia-yang ada tersebut, dibantu oleh Tenaga

honorer / pramubakti yang berjumlah 12 (dua belas) orang tenaga Terdin dan :

1.

Ahmad Rifai (bertugas sebagai Satuan Pengamanany;

Ahmad Fauzi, S Kom., S.H. (bertugas sebagai Pramubakti);

Andi Hasan Mizwar, S.H. (bertugas sebaga: Tenaga Pramubakti);

Dzulkifli, S.H. (bertugas sebagat Tenaga Pramubakiti);

Habriana Mahmud, S Kom. (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);

Mursidah Thahir, S_H. (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);

Muhammad Sopiyan, S.Ag. (bertugas sebagai Satuan Pengamanan};

Herman (bertugas sebagat Tenaga Pramubakti);

Rahmawati, S.HI (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);

10. Muh. Tri Yono (bertugas sebagai Satuan Pengamanan);
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11. Sukamdi Arief (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti),
12. Alfian (berbagai sebagai Pengemudi);

f. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar.

a. Visi Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar

Vist Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar: “Terwujudnya
Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional

dalam penegakan hukuin dan keadilan menuju supremasi hukum”
b. Misi Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar

Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar:
1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses
peradilan.
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasar.
3. Mewujudkan tertib admmstrasi dan manajemen peradilan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukom.”
g. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota
Makassar
a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Kelas T A Kota Makassar
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan

salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

4 Pengadilan Agama, Visi Dan Misi Pengadilan Agama Makassar. hitps:.//pa-
makassar. go.id/tentang-pengadian/visi-pengadilan/misi-pengadilan (22 Januari 2022)
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bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan
Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan
peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum
dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-
orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah dan
ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama
mempunyai fungsi. antara lain sebagai berikut:’

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan  menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan funpsional di bawah jajarannya,

baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun

> Pengadilan Agama, Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Makassar, Hitps://pa-
makassar. po.id /tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi (22 Januari 2022)
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administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan
pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun
2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VI11/2006).

. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,
Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di  bawah
jajarannya agar peradilan disclenggarakan dengan seksama
dansewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3
Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan _administrasi umum
kesekretariatan — serta  pembangunan. (vide: KMA  Nomor
KMA/080/VI11/2006).

. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan naschat tentang
hukum Islam kepada mstansi pemerintah di dacrah hukumnya, apabila
diminta, (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan admmistrasi peradilan
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,
keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/

VII1/2006).

Fungsi Lainnya:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat

dengan instansi lain yang terkait, sepertt DEPAG, MUI, Ormas Islam

dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
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2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang

diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/144/SK/V111/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Data Impementasi dan Efeksivitas Gugatan Sederhana dalam Sengketa

Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

Sebelum melakukanan analisis, penulis terlebih dahulu memamparkan

beberapa data dari Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A bahwa selama tahun

2015-2021 terdapat 26 Perkara tentang Ekonomi Syatialt yang masuk. Antara lain

perkaranya adalah:

Tabel 1.6 Jumiah Perkara Keseluruhan yang di tangani oleh

Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar Dari Tahun 2015-2021

Keadaan Jumlah Perkara |
No Tahun | Perkara Gugatan | Permohonan Jumlah
blum putus
1. 2015 318 2301 609 | 3.341
2. 2016 381 2.529 580 3.109
3 2017 242 2.464 560 i 3.024
4. 2018 279 2.83% 484 | 3323
5. 2019 | 140 2.982 568 3.550
6. 2020 266 2.959 1000 3959
7. 2021 150 3.530 674 3.204
I
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Jumlah perkara yang harus diselesaiakan pada tahun 2015 adalah sisa
perkara tahun 2014 berjumlah dengan rincian sebagai berikut: Gugatan sebanyak
414 dan permohonan sebanyak 17 perkara di tambah perkara yang diterima pada
tahu 2015 berjumlah dengan rtincian sebagai berikut: Gugatan sebanyak 2301
perkara dan Permohonan sebanyak 609 perkara, jumlah keseluruhan 3341 perkara
yang diputuskan/diselesaikan berjumlah dengan rincian sebagai berikut: Gugatan
Sebanyak 2408 pekara dan Permohanan sebanyak 615 perkara. Jadi sisa perkara
tahun 2015 berjumlah dengan rincian sebagai berikut: Gugatan sebanyak 307
perkara dan Permohonann 11 perkara, jadi jumlah keseluruhan sisa perkara tahun
2015 keseluruhan sebanyak 318 perkara Sedagkan perkara yang diputus sebanyak
3023 perkara.

Tabel 1.7 Data Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas

1A Kota Makassar.

Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar

: Nomor Tanggal/ Waktu
Krekteria . y Penvel
Guoatan Tahun Register waktu Jenis akad y

ug Perkara persidangan csaian
1. 27 Mei Akad 128_
Gugatan 995/Pdt.G/P 2015-1 . Hari
. 2015 Pembiayaan
Biasa A Mks Oktober
Murabahah
2015
2. ® 18 145
» 2279/Pdt.G | Desember Hari
/PAMks 2015-12
¢ 101/Pdt.G/ | Mei 2016 Akad
Gugatan | 0. | 2016/PTA, e I3 Juli Pembiayaan
Biasa Miks. 2016-25
Murabahah
* 179 Agustus
K/Ag/2017 | 2016
e 10 April
2017
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3. 12 Januari Akad 31
Gugatan 73/Pdt. G/PA. 2015-11 - Hari
. 2015 . Pembiayaan
Biasa Mks Februan
Murabahah
2015
4. 26 Januari Akad 44
g;gszta“ 2016 243;/ I’:ﬁf/ Pl 720169 | Pembiayaan | Hari
' Maret 2016 | Murabahah
5 4 September 115
Gugatan 2017 1650/Pdt.G/P | 2017-20 | Pembiayaan | Hari
Biasa A.Mks Februari | Musyarakah
2018
6. o 2] 191
Februan Hari
2017-12
o 0384/PdtG | I0ber
2017
/PA Mks o Akad
Gugatan 2017 ® 149/Pdt.G/ Pembi
Biasa PTA Mks Desember embiayaan
b 6514 : 2017-30 Murabahah
Januan
K/Ag/2018 2018
o 12
Oktober
2018 |
Gugatan 10 Pembatalan | 58
Biasa Desember | perjanjian Hari
7. 2018 | 2TP2PAGR | 5518 59 I iredit
A Mks .
Februari
2019
Gugatan 23 Februan 160
8 | Biasa 2018, | POVPAEGR |55 <5 Hari
A.Mks
Agusus
9 Gugatan 2018 2256/Pdt.G/P | 10 Oktober 84
Biasa A.Mks 2018- Han
10. 17 Akad 71
September | Pembiayaan | Han
Gugatan | 41 | 2280PALGP | 5616 18 | Murabahah
Biasa A Mks
Desember
] _ 12019 e ,
11. | Gugatan 20 Akad 49
Biasa November | Pembiayaan ; Hari
2019 | 2839PALGP | 501655 | Murabahah
A.Mks .
Januan
2020
12, | Gugatan 2019 | 2323/Pdt.G/P | 23 Akad 65
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Biasa A Mks Desember Pembiayaan | Hari
2019-26 Murabahah
Februari
2020
13. | Gugatan | 2019 | 2280/Pdt.G/P | 18 Akad
Biasa A Mks Desember Pembiayaan
2019- Murabahah
14. | Gugatan 2019 | 2788/Pdt.G/P | 14 Akad 125
Biasa A Mks November | Pembiayaan | Hari
2019-1 Murabahah
_ April 2020
15. | Gugatan 2019 | 001/Pdt.G.S/ |23 Apnl-22 | Akad 25
Sederhana PA Mks Mei 2019 Pembiayaan | Han
Murabahah
16. | Gugatan 2020 | 385/Pdt.G/P | 8 Agustus Akad 46 hari
Biasa A Mks 2020-22 Pembiayaan
September | Murabahah
2020
17. | Gugatan | 2020 " 1327/Pdt.G e 25 Juni Akad 111
Biasa /PA Mks 2020-4 Pembiayaan | Har
November { Murabahah
e 24/Pdt.G/P 2020
TA Mks @ 28 Januan
20214
Maret
2021
18. | Gugatan | 2020 o 863/Pdt.G/ @ 27 Maret | Akad 230
Biasa PA.Mks 2020-25 Pembiayaan | Hari
November | Murabahah
2020
19. | Gugatan 2020 o 1872/PdtG e 25 Akad 76
Biasa /PAMES Agustus | Pembiayaan | Han
2020- Murabahah
November
2020
20 2020 w 2361/Pdt.G ®» 7 Oktober | Pembiayaan | 71
/PA Mks 2020-16 Mudharoba | Hari
Desember | b
2020
21. | Gugatan 2021 & 2037/PdtG = 14 Perjanjian 93
Biasa /PAMks September | pemberian | Hari
2021-30 fasilitas
Desember | Musyarakah
2021 Mutanagisa
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h
22 | Gugatan 2021 784/Pdt.G/ e 26 Maret | Akad 27
Biasa PA.Mks 2021-22 | Pembiayaan | Hari
April 2021 | Murabahah
23. | Gugatan 2021 768/Pdt.G/ e 25 Maret | Akad 49
Biasa PA Mks 2021-27 | Pembiayaan | Hari
Mei 2021 | Murabahah
24, | Gugatan | 2021 995/Pdt.G/ » 28 April | Akad 22
Biasa PA.Mks 2021-20 Pembiayaan | Hari
Mei 2021 | Murabahah
25 | Gugatan | 2021 702/Pdt.G/ » 8 Akad 29
Biasa PA Mks November | Pembiayaan | Hari
2021-6 Murabahah
Desember
2021
26. | Gugatan | 2021 1678/Pdt.G o 29 juli Akad 145
Biasa /PA Mks 2021-20 Pembiayaan : Hari
Desember | Murabahah
2021

Penyelesaian petkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan
Agama Makassar dengan gugatan sederhana dan diperiksa oleh hakim tunggal
dan sudah sampai pada putusan. Perkara 001/Pdt.G.S/PA. Mks merupakan perkara
gugatan sederhana vang sudah diperiksa dan udah sampai pada putusan.

Pada tahun 2015 terdapat 3 perkara ekonomi syariah melalui gugatan acara
biasa, pada tahun 2016 terdapat 1 perkara ekonomi syariah melalui gugatan acara
biasa, pada 2017 ada 2 perkara ekonomi syariah melalui gugatan acra biasa, pada
tahun 2018 terdapat 3 perkara ekonomm syariah melalui gugatan acara biasa . pada
tahun 2019 terdapat 6 perkara ekonomi syarizh, pada tahun 2020 terdapat 5
perkara ekonomi syariah yang melalui gugatan acara biasa dan pada tahun 2021
terdapat 6 perkara ekonomi syariah melalui gugatan acara biasa. Dari beberapa
perkara di atas terlihat sekali bahwa sctiap tahunnya hanya sedikit yang
mengajukan gugatan acara biasa perkara ekonomi syariah dikarenakan karena

biaya yang mahal dan membutuhkan waktu yang lama.
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Penyclesaian perkara Ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan
Agama Kelas 1A Kota Makassar dari talun 2015 sampai 2016 berjumlah 26
perkara dengan rincian;

Tabel 1.8 Rincian perkara ekonomi syariah yang ditangani

Pengadilan Agama Makassar

Jumlah Perkara
No | Tahun Masuk perkara Gugatan Gugatan Total
Biasa Sederhana
1. {2015 3 0 3
212006 |1 Ty 1 N
3.,2017 2 0 2
4. 12018 3 0 3
5. 12019 5 1 6
6. | 2020 5 0 6
7 (2021 ' /A 0 6
Jumlah Keseluruhan 26

Penyelesaian Perkara Ekonomi Svyariah di Pengadilan Agama Makassar,
meliputi:
1. Pendaftaran
Calon penggugat mengambil nomor antrian kemudian mengahadap
ke bagian pelayanan informasi. Calon penggugat dapat meminta kepada
petugas pelayanan informasi untuk meminta penjelasan mengenai

prosedur, syarat-syarat yang diperlukan dan waktu dan biayanya.
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Prosedur pendaftaran perkara di pengadilan Agama Makassar meliputu:®

1. Pengisian formolir gugatan sederhana di kepaniteran pengadilan (mejal)

2. Membayar panjar biaya gugatan/permohonan melalui bank yang
ditunjuk pengadilan.

3. Memberikan bukti transfer biaya panjar perkara kepada petugas dan
menyimpan salinannya (arsip Penggugat/termohon)

4. Menunggu surat panggilan sidang sesuai dengan jadwal yang ditentukan
dengan membawa saksi dokumen bukti-bukti asli.

Pada tahap pendaftaran perkara untuk memastikan surat gugatan
sudah lengkap atau belum, petuha meja 1 harus mengecek dengan rincian
yaifi:

1. Surat gugatan rangkap 5

2. Foto copy KTP

3. Foto copy akad syariah

4. Telah Bukti-bukti surat yang telah dilegalisir

Jika semuanya sudah lengkap petugas meja ' membaa kepanitera
untuk di verifikasi.

2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan

sederhana berdasarkan kententuan Pasal 3 dan pasal 4. Isi Pasal 3 yaitu:’

® Wawancara dengan Ekawati, Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 17 Desember 2021

? Wawancara dengan Hj. Fatimah, Panitera Muda Gugatan,Pengadilan Agama
Makassar, pada tanggal 17 Desember 2021




69

1. Gugatan sederhana yang diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau
perbuatan melawan hukum dengan nilai materil paling banyak
Rp.500.000.000 (dua ratus juta rupiah).

2. Tidak termasuk gugatan sederhana adalah:

a. Perkara vyang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui
pengadlian khusus sebagaiman diatur di dalam peraturan
perundang-undangan; atau

b. Sengketa hak atas tanah.

[si pasal 4 yaitu:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdini dari penggugat dan
tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali
meimiliki kepentingan yang sama.

2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak
dapat diajukan gugatan sederhana.

3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di
daerah hukum pengadilan yang sama.

4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap
persidangan dengan tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam taksiran biaya panjar perkara akan diadakan dua kali

pemanggilan tergugat. Apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama

maka akan dilakukan pemanggilan ulang yang ke dua kalinya.®

3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti

® Wawancara dengan Riska Mayardina Syam, Kasir Pengadilan Agama Makassar, pada
tangeal 17 Desember 2021




70

Ketua Pengadilan Makassar menetapkan Hakim untuk memeriksa
gugatan sederhana, kemudian panitera menunjuk panitera pengganti untuk
membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Dari ketiga proses
diatas dapat dilaksanakan paling lambat dua hari
4. Pemeriksaan pendahuluan
Pada pemeriksaan pendahuluan ini hakim tunggal menilai
sederhana atau tidaknya proses pembuktian dengan mencermati posita dan
petitum gugatan.9
1. Posita adalah penjelasan dan penegasan materi perkara yang lazim
disebut “pokok perKara”
2. Petitum adalah apa yang diminta yang diharapan oleh penggugat agar
putus oleh hakim dalam persidangan.

3. Penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak

Jika Hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan yan
diajukan gugatn sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama.
Kemudian memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak.

Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 13 ayat 1Dalam ha! penggugat
tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan
dinyatakan gugur. Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 13 ayat 2, dalam hal
tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan
pemanggilan kedua secara patut. Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 13

ayat 3 Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim

® Wawancara dengan Muhammad Ridwan, Hakim Pengadilan Agama Makassar. pada
tanggal 17 Desember 2021
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memutus perkara tersebut. Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 13 ayat 4
Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang
berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan
diputus secara contradictoir. '’
6. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian
Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian

dengan tetap memperhatikan batas waktu, upaya perdamaian dalam
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung im1 mengecualikan ketentuan yang
diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.
Dalam hal tercapainya perdamaian, maka hakin’ membuat putusan akta
perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap penetapan akta
perdamaian dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Akta
perdamaian bentuknya seperti blanko yang terdiri dari:

1. Hari dan tanggal perdamaian yang dilakukan

2. ldentitas para pihak

3. Kesepakatan yang dicapai

4. Tanda tangan para pihak yang berdamai

5. Sesuai kehendak para pihak

6. Tidak bertentangan dengan hukun

7. Tidak merugikan pihak ketiga

8. Dapat dicksekusi; dan

9. Dengan itikad baik

¥ Wawancara dengan Apollo, Jurusita Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 17

Desember 2021
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7. Pembuktian
Pembuktian dinilai tidak sederhana jika:
1. Akadnya merupakan akad kombinasi atau akad murakkabah
2. Memerlukan penjelasan dari ahli ekonomi syariah
3. Melibatkan pihak ke ketiga, misalnya kantor lelang negara
8. Putusan dan Berita Acara Persidangan

Setelah adanya proses pembuktian dan telah selesai, maka hakim
membuat putusan. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari yang sama dengan pembuktian atau pada
persidangan berikutoya. Pada saat hakim mengucapkan putusan,
disarankan untuk menyimak dan mencatat isi putusan. Kemudian setelah
beberapa hari putusan dibacakan.

9. Keberatan

Upaya Hukum Keberatan adalah upaya hukum terakhir dalam
sistem gugatan sederhana sehingga putusan hakim ditingkat keberatan
bersifat final artinya tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun
termasuk banding, kasasi, maupun peninjauan keinbali.

Terkait jangka waktu, Perma tentang penyelesaian gugatan
sederhana menetapkan bahwa Small Claim Court berlangsung paling lama
25 hari sejak hari pertama. Dengan jangka waktu yang begitu singkat,
Perma melarang para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi,
rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Tahap-tahapanya

adalah pendaftaran, pemeriksaan klengkapan berkas, penetapan hakim dan
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penunjukan panitera, pemeriksaan pendahuluan, penetapan han sidang dan
pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang, perdamaian, pembuktian,
dan putusan.
Sehubung dengan subtansi tersebut yang diatur dalam Perma
tentang penyelesaian gugatn sederhana, bahwa dalam Perma tidak diatur
mengenat verstek, sehingga bilag ada pihak yang tidak datang apakah
dapat diberlakukan ketentuan dalam HIR/RBg, dengan demikian pula
tidak diatur mengenai perlawanan yang mungkin saja diajukan oleh pihak
ketiga. Merujuk pada isi Perma pcnyclesaian gugatan sederhana, maka
pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap
ini, hakim yang berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah
perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Apabila haim berpendapat
bahwa perkara tersebut bukan gugatan sederhana, maka dikeluarkan
penetapan yang artinya SCC tidak berkelanjutan. Atas penetapan hakim
ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.
C. Analisis Implementasi dan efektifitas Gugatan Sederbana Ekonomi
Syariah di Pengadilan Agama Makassar

Setelah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota
Makassar Penulis menemukan wujud dari implementasi gugatan sederhana di
Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar yaitu dilihat dari sebuah sistem
hukum. Dalam Substansi hukum diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo
Perma No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

yang disesuaikan dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian
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Sengketa Ekonomi Syariah. Dalam membangun proses hukum penyelesaian

sengketa ekonomi syanah di Pengadilan Agama Makassar dapat di selesaikan

dengan Small Claim Court, terbukti sudah di implementasikan terdapat pada

perkara 001/Pdt. GS/PA Mks diperiksa oleh hakim tunggal yang telah mengikuti

diklat yang diadakan oleh Mahkamah Agung.

Berikut imi adalah bentuk implementasi dari pelaksanaan gugatan

sederhana di pengadilan Agama Makassar:

1.

10.
i1,

12.

Nilai gugatan paling banyak Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah)
Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama
Alamat tergugat harus diketahni,

Pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan

Pengajuan bukkti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara,
Penunjukan hakim paling lama 2 hari dan panitera sidang,
pemeriksaan hakim tunggat

Ada pemeriksaan pendahuluan

Mediasi tidak ada

Penggugat dan tergugat wajib menghadiri persidangan secara
langsung meskipun punya kuasa hukum.

Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa
alasan yang sah gugatan bisa dinyatakan gugur.

Pemeriksaan perkara hanya gugatan dan jawaban

Batas waktu penyelesaian 25 han sejak sidang pertama

Penyampaian putusan paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan
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13. Upaya keberatan paling lambat 7 hari

14. Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA tidak ada.

Implementasi dari Gugatan Sederhana di pengedilan Agama Makassar

akan berjalan dengan baik, dapat dilihat dari sistem hukumnya maupun darni

seluruh elemen yang ada di pengadilan baik dari hakimnya, panitera, jurusita,

kasir, PTSP dan masyarakatnya.

Sedangkan bentuk implementasi dari pelaksanaan gugatan biasa di

pengadilan Agama Makassar berdasakan perkara 995/Pdt.G/Pa.Mks 2015:

1.

Gugatan diajukan secara lisa atau tertulis dalam bentuk blangko
gugatan melainkan berbentuk surat yang memenuhi syarat formil.
Diatas Rp 200.000.000 dalam sengeta keperdataan tanpa batasan.
Tidak harus berdomisili Dalam daerah hukum yang sama (SEMA
6/2014).

Tidak harus diketahui tempat tinggalnya (Pasal 118 ayat 3).

Pengajuan alat bukti dilakukan dalam proses persidangan setelah
dalil’/bantahan’ dalam tahapan jawab menjawan ‘selesai (Pasal 163
HIR/283 Rbg)

Bila sudah memberikan kuasa, para pihak tidak wajib hadir secara in
person kuasa/advokat bebas mengeluarkan pendapat/pernyataan dalam
membela perkara

HIR/ Pasal 142 ayat 3 Rbg)Hakim dalam gugatan biasa dalam bentuk
majelis yang terdini dari tiga hakim yakni satu hakim ketua dan dua

hakim anggota Hakim bersifat pasif.



8.

9.

10.

I1.

12.

13.
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Pihak boleh lebih dari satu dan dapat didampingi kuasa hukum
Menyusun  gugatan  yaitu:pendahuluan, identitas para pihak,
fundamentum petendi (dalil-dalil posita konkret tentang adanya
hubungan yang merupakan dasar serta ulasan tuntutan), petitum ataun
tuntutan (apa yang diminta atan diharapkan penggugat agar diputuskan
oleh hakim), kesimpulan

Sidang pemeriksaan perkara yaitu: memasukan gugatan pada
pengadilan yang berwenang, mendafiarkannya kemudian membayar
biaya perkara,

Persiapan sidang yang Dilanjutkan dengan Penunjukan hakim oleh
Ketua pengadilan kemudian Pemanggilan tergugat dilakukan oleh juru
sita surat pemanggilan disebut exploit,

Susunan persidangan sidang pertama hakim menanyakan terkait
identitas penggugat dan tergugat dan hakim menghimbau untuk
dilakukannya perdamaian, sidang kedua jawaban pihak tergugat,
sidang ketiga replik, sidang keempat duplik, sidang kelima pembuktian
dari penggugat, sidang keenam pembuktian  dari tergugat ketuyjuh
penyerahan kesimpulan dari para pihak, sidang kedelapan putusan
hakim.

Jawaban tergugat yaitu: pendahuluan biasanya isi jawaban terdiri atas
dalam eksepsi dalam pokok perkara permohonan, jawaban tergugat

dapat berbentuk menolak gugatan, membenarkan gugatan, atau refrete.
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14. Jawaban dalam eksepsi adalah suatu tangkisan Bahwa syarat-syarat
prosessuil gugatan tidak benar, atau eksepsi

15. berdasarkan ketentuan materiil (eksepsi dilatoir dan eksepsi
paremptoir), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima
(NO = Niet Ontvankelijk verklaard)

16. Jawaban dalam pokok perkara merupakan bantahan terhadap dalil-dalil
atau fundamentum petendi yang diajukan penggugat.

17. Permohonan atau petitum sifat permohonan sudah barang tentu harus

menguntungkan tergugat sendini.

18. Upaya hukum - dalam gugatan. biasa yaitu: ‘banding, kasasi, dan

peninjavan kembali

Menurut Friedman sistem hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, jika
substansi itu adalab produk yang dihasilkan dan aparatur adalah mesin yang
menghasilkan produk sedangkan budaya hukum adalah manusia yang tahu kapan
mematikan dan menghidupkan mesin, dan tahu memproduksi barang apa yang
dikehendakinya.

Setelah penulis melakukan penelitian maka ditemukan data Efektifitas
gugatan sederhana di Pengadilan Agama Makassar dilihat dari tabel data perkara
yang menunjukkan waktu penyelesaian perkara pada gugatan sederhana dengan
nomor perkara 001/Pdt.GS.Mks dengan waktu penyelesaian perkara hanya 25 hari
sejak sidang pertama. Sehingga tidak memakan waktu dan banyak dan tentunya
menghemat biaya perkara. Dibandingkan dengan perkara 995/Pdt.G Mks

membutuhkan waktu penyelesaian hingga 125 hari yang banvak memakan waktu
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dan tentunya membutuhkan biaya yang mahal penyelesaian perkaranya.

Sedangkan dari budaya hukum dengan adanya PERMA No 2 Tahun 2015
J0 PERMA No 4 Tahun 2019, masyarakat yang mempunyai kasus sengketa
ckonomu syariah maksimal Rp. 500.000.000,- cukup menyelesaikan perkaranya di
Pengadilan tingkat I, Sebagai pengadilan tingkat terakhir. Jadi tidak perlu
mengajukan banding atau Kasasi lagi. Sebelum tahun 2016 PA Makassar
menggunakan acara biasa, setelah menggunakan model Small Claim Court beralih
ke sistem tersebut. Karena dianggap lebih cepat dan biaya murah.

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman ada tiga sistem hukum Yaitu
substansi hukum, struktur bukum, dan kultur atau budaya hukum. Substansi
hukum yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem
itu. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem
hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. *Substansi juga
berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem itu.
Penekanannya terletak pada hukum yang hidup (living law), bnkan hanya pada
aturan dalam kitab hukum (law book). Substanst adalah keseluruhan asas hukum,
norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
termasuk putusan sengketa ekonomi syariah.

Substansi hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan
Agama Makassar berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perma Nomor 14 Tahun 2016

¥ Satjipto Rahardjo. Zlmu Hukum, Bandung: Citran Aditva Bakti. h. 30.
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Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Namun, setelah
dilaksanakan penyelesaian Sengketa ekonomi syariah dengan model gugatan
sederhana Small Claim Court yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana akan memberikan
kemudahan bagi para Pencari keadilan terutama dalam sengketa ekonomi syariah.
Terbentukya Perma No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana adalah karena adanya berbagai pertimbangan antara lain:

1. Bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana,
cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat
Untuk memperoieh keadilan.

2. Bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomni dan keperdataan
lainnya dimasyarakat membutuhkan prosedur penyeclesaian Sengketa yang
lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan
hukum yang bersifat sederhana.

3. Bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen
Indonesia yang diperbaharui (HIR). Staatsblaad Nomor 44 Tahun 1941 Dan
Reglemen Hukum Acara di luar pulau jawa dan Madura (RBg). Staatsblaad
Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata,
dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan iebih lanjut miai objek
dan gugatan serta sederhana setidaknya pembuktian Sehingga untuk
penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama.

4. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah Dan
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cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi Melalui
penyelesaian sengketa acara cepat (small claim court).
Efektifitas

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yaitu sikap
manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran serta harapannya.
Komponen kultur juga diartikan sebagai nilai dan sikap yang mengikat sistem
hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan
hukum dalam budaya masyarakat secara keselnruhan.'' Kultur atau budaya
hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opint, cara berpikir dan bertindak, baik
dari penegak hukum maupun dari masyarakat.

Dengan kata lain budaya hukum adalah suvasana pikiran sosial dan
kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau
disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan
berdaya. Menurut Friedman, komponen kultur memegang peranan yang sangat
penting dalam menegakkan hukum. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada
suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat.'

Budaya masyarakat masih belum mengetahui ketika adanya sengketa
terutama perihal ekonomi syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, tidak
harus di Pengadilan Negeri. Dan masyarakat berasumsi bahwa berperkara di
Pengadilan Agama prosesnya lama dan membutuhkan biaya yang mahal. Sclain
itu, karena banyaknya jumlah kasus sengketa non litigasi di lembaga keuangan

syariah, sehingga membuat masyarakat enggan untuk menyelesaikan perkaranya

" Sajipto Rahardjo. fimu Hukum_ (Bandung: Citran Aditya Bakti) h. 35
' Sajipto Rahardjo, /imu Hukum, Bandung: Citran Aditva Bakti. h. 40

-
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di Pengadilan. Sebelum adanya Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan
sederhana, masyarakat yang mempunyai kasus sengketa ekonomi syariah

Dibawah Rp 200.000.000,00 menyelesaikannya sampai tingkat banding
dan kasasi sehingga membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, masyarakat
ekonomi syariah enggan menyelesaikan perkara ekonomi syarigh di Pengadilan
dan lebih suka menyelesaikannya perkara tersebut secara non litigasi seperti
arbitrase, konsiliasi dan lain sebagainya. Karena selama ini, jika yang berperkara
sengketa ekonomi syari’ah adalah Pihak bank, yang dikhawatirkan dari pihak
bank adalah image buruk bank tersebut dari para nasabah karena menurut mereka
sengketa yang masuk ke Pengadilan basil putusannya win-lose (menang dan
kalah), bukan Win-Win Solution.

Dan pengelasan di atas, dapat dianalisa bahwa sistem hukum Pengadilan
Agama mulai dari substansi, struktur, sampai budaya masyarakat Ekonomi
syari’ah yang dikeluhkan adalah perihal proses berperkara yang lLama dan
membutuhkan biaya yang mahal Sehingga dengan adanya perkara Ekonomi
syariah yang semakin kompleks, maka perlu adanya proses yang menggunakan
asas beracara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan uniuk membuka akses yang
luas bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Karena selama ini, jika yang
berperkara sengketa ekonomi syari’ah adalah pihak bank, yang dikhawatirkan dari
pihak bank adalah image buruk bank tersebut dari para nasabah karena menurut
mereka sengketa yvang masuk ke Pengadilan hasil putusannya win-lose (menang
dan kalah), bukan win-win Solution. Padahal dalam Pengadilan Agama khususnya

Pengadilan Agama Makassar dapat menerapkan penyelesaian sengketa model
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Small Claim Court.

Untuk menuju terciptanya supremasi hukum dalam penyelesaian
sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana tentunya memerfukan suatu
kerja keras dari seluruh elemen yang ada di Pengadilan Agama. Upaya untuk
menciptakan supremasi hukum bukan hanya hak lembaga peradilan tetapi juga
para pihak yang berperkara serta mahasiswa khususnya sarjana hukum untuk
berpartisipasi dalam usaha terciptanya supremasi hukum dalam Penyelesaian
sengketa ekonomi syariah melalui Smafl Claim Court.

Pentingnya budaya hukum untuk mendukung adanya sistem hukum
penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalvi Smali Claim Court, Sebagaimana
Friedman mengatakan bahwa substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk
berjalannya sistem hukum. Dimana Lawrence Friedman menekankan kepada
pentingnya budaya hukuin (legal culture). Dalam hal budaya, tidak dapat terpisah
dari komponen sistem hukum selain struktur dan substansi.

Berbagai kemudahan akses akan memberi insentif kepada masyarakat
untuk menyelesaikan - perkara yang bemilai ekonomis ‘relatif kecil, yang
merupakan perkara keseharian masyarakat ke pengadilan. Selain penyederhanaan
tahapan dan kemudahan akses secara fisik, Small Claim Court juga harus didesain
untuk melayani kepentingan Budaya juga sangat menentukan kemajuan sistem
hukum di suatu negara. Dalam hal kasus penyelesaian sengketa dengan metode
Small Claim Court, masyarakat belum begitu mengenal dan memahami caranya.
Jadi dalam menyelesaikan masalahnya lebih mengambil langkah menggunakan

acara biasa yang memakan waktu lama, dan biaya yang tidak sedikit. Walaupun

-
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cara yang dianggap hemat, adalah penyelesaian dengan hukum adat setempat.

Menurut penulis, cara untuk mendorong kemudahan bagi masyarakat
mengakses pengadilan untuk menyelesaikan sengketa keseharian mereka adalah
dengan memberikan kemudahan mengakses secara fisik, yaitu dengan
menempatkan Small Claim Court yang mengadili perkara-perkara keseharian di
tengah-tengah masyarakat sehingga kegunaannya mudah disosialisasikan dan
pada akhimya dapat diteima oleh masyarakat sebagai pilihan untuk
menyelesaikan sengketa, khususnya di wilayah Pengadilan Agama. orang biasa,
yang ditandai dengan biaya rendah, informalitas dan kapasitas untuk mengelola
hubungan antara pihak yang bersengketa vang seringkali kompleks dan
berkelanjutan. -Sehingga - masyarakat = akan . menyadari nntuk menyelesaikan
perkaranya beralih dari pengadilan biasa ke pengadilan agama, khususnya perkara
ekonomi syariah dengan penyelesaian model Small Claim Court, yaitu tujuan
bahwa biaya yang dikeluarkan ringan, prosesnya cepat, dan pengadilan tingkat [
adalah sebagai pengadilan tingkat terakhir. Jadi tidak perlu mengajukan banding
atau kasasi lagi.

Tujuan = Mahkamah Agung  menerapkan - gugatan - sederhana untuk
mengurangi perkara sekeligus menyelesaikan perkara dengan cepat, sederhana,
dan biaya ringan, khususnya penyelesaian ekonomi syariah itu bisa dilakukan
sederhana tanpa harus melewati prosedur beracara yang panjang. Secara politis
Mahkamah Agung ingin memangkas agar tidak banyak perkara yang masuk ke
Mahkamah Agung, begitupun dengan Pengadilan Agama.

Implikasi hukum dari adanya sistem gugatan sederhana dalam prosedur
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penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar,
menjadikan kinerja pengadilan lebih efektif, efisien dan juga cepat, schingga
dapat mengerjakan perkara yang belum diselesaikan. Bukan saja lembaga
peradilan yang diuntungkan, para pihak yang berperkara pun dapat menyelesaikan
sengketanya dengan cepat serta biaya yang murah tanpa harus melalui prosedur
pengadilan yang panjang.

Soerjono Soekanto menyebutkan teori efektivitas hukum adalah bahwa
efektit atau tidakna suatu hukwn ditentukan oleh lima faktor vaitu, pertama faktor
hukumnya sendiri, kedua penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapka hukuwmn, ketiga sarana atau fasilitas yang mendukung
penegakan hukum, keempatfakto masyarakat yakni hngkungan dimana hukum
tersebut berlaku atan diterapkan, kelina faktor kebudayaan yakni sebagai hasil
karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan
hidup.”

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, maka
penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4
Tahun 2019 terkait gugatan scderhana sudah sesuai dengan penyelesaian perkara
yang ada, khususnya di Pengadilan Agama Makassar. Mulai dari undang-
undangnya yang dalam penelitian im yang ¢i maksud adalah Perma Nomor 14
tahun 2016 dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019,
penegak hukumnya yakni hakim yang menyelesaian kasus No.

01/Pdt.G.S/2019/Mks, dan fasilitasnya berupa regulasi lainnya yang memiliki

B Sogjono Soekanto, Faktor-fiktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hidoum. (Jakarta:
PT. Raja Garafindo Persada, 2008) h.18
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keterkaitan perihal gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi
syariah, dan masyarakat dalam hal ini adalah pelaku bisnis syariah akan merasa
diuntungkan sekali dengan sistem pugatan sederhana ini karena prosedur
persidangan yang cepat, gugatan sederhana ini juga dapat menjedi keunggulan
bagi prosedur litigasi khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonmi syariah
dengan penewaran penyelesaian sengketa dapat lebih cepat dibanding dengan

jalur penyelesaian lainnya.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitan yang telah

diuraikan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan yaitu:

l.

Implementasi dari Gugatan Sederhana di pengadilan Agama Makassar
berjalan dengan baik, dapat dilihat dan sistem hukumnya maupun dan
seluruh elemen yang ada di pengeadilan baik dari hakimnya, panitera,
Jjurusita, kasir, PTSP dan masyarakatnya. Salah satu bentuk Implementasi
dari gugatan sederhana yaitu hakim yang menangani perkara ini adalah
hakim tunggal yang telah mengikuti diklat gugatan sederhana dengan
waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak han sidang pertama ditentukan,
Nilai gugatan paling banyak Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah),
Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA tidak ada dan lain

sebagainya.

2. Efektifitas penyclesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama

ditemukan data Efcktifitas gugatan sederhana di Pengadilan Agama
Makassar dilihat dari tabel data perkara yang menunjukkan waktu
penyelesaian perkara pada pgugatan sederhana dengan nomor perkara
001/Pdt.GS.Mks dengan waktu penyelesaian perkara hanya 25 hari sejak
sidang pertama di tentukan . Sehingga tidak memakan waktu dan banyak
dan tentunya menghemat biaya perkara. Dibandingkan dengan perkara

995/Pdt.G Mks membutuhkan wakiu penyelesaian hingga 128 hari yang
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banyak memakan waktu dan tentunya membutuhkan biaya yang mahal

penyelesaian perkaranya.

B. Saran

1.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, maka
peneliti memberikan masukan sebagai saran yaitu agar terciptanya
supremasi hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah
melalui gugatan sederhana téntunya memerfukan suatu kerja keras
dari seluruh elemen vang ada di Pengadilan Agama. Baik dari
hakimnya, panitera, jurusita, kasir, PTSP. dan mayarakatnya. Semua
harus‘bekerja satu sama lain agar tercipta hasil akhir yang berkeadilan.
Hakim pengadilan Agama scharusnya lebih mendalami kasus ekonomi
syariah misal dengan megikuti diklat, atau melanjutkan stdi yang
berkonsetrasi ke ilmu ekonomi syariah agar lebih berkompeten dalam
memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah.

Selain 1tu, masyarakat juga harus ikut mensosialisasikan khususnya
vang lulus "hukum ekonomi syariah kepada < masyarakat awam
mengenal metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui
metode Small Claim Court di Pengadilan Agama.

Disarankan bagi setiap lembaga keuangan maumun lembaga non
keuangan untuk dapat melaksanakan akad ekonomi syariah dengan
teort dan regulasi yang mengatur seperti yang tertera dalam peraturan
perundang-undangan, dan peraturan Fatwa Majelis Ulama indonesia

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga nasabah merasa
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tertipu dengan akad yang dilakukan. Sehingga menjadikan masyarakat

untuk sadar huku dan mengetahui hukum.
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